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ABSTRAK 

Intan Yulia Maulani Rahmatillah 

NIM. 1917303092 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Peradilan pidana adalah lembaga peradilan masyarakat sipil yang berada di 

bawah lingkup peradilan dan mengadili perkara pidana, dan lain sebagainya. 

Sementara itu, peradilan etik yaitu peradilan yang mengadili perkara spesifik pada 

bidang profesi tertentu yang didasarkan pada prinsip etik. Secara normatif anggota 

kepolisian republik Indonesia tunduk pada peradilan umum sekaligus peradilan 

etik. Secara normatif hubungan antara peradilan pidana dan peradilan etik bersifat 

vertikal yaitu peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebagai 

pertimbangan di peradilan etik. Pada kasus Ferdy Sambo kenyataannya terdapat 

kekeliruan dimana peradilan etik diputuskan terlebih dahulu daripada peradilan 

pidana. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan pola hubungan peradilan 

pidana dan peradilan etik dalam kasus Ferdy Sambo sebagai seorang KadivProam 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan tipe pustaka 

(Library Research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (case 

approach). Metode yang digunakan adalah metode analisis (content analysis). 

Sumber data primer yang digunakan yaitu Salinan putusan PN Jakarta Selatan No: 

796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik No: KKEP/74/VIII/2022 serta data 

sekunder berupa buku, jurnal, KUHAP, KUHP yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

Berdasarkan hasil Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan 

secara vertikal, dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana 

peradilan pidana harus diputusakan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh 

karenanya putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik 

tidak mempengaruhi putusan pidana. Dalam kasus ini peradilan etik dilaksanakan 

terlebuh dahulu sebelum peradilan pidana memiliki kekuatan hukum tetap karena 

terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang mana salah satunya yaitu kasus 

tersebut menyita banyak perhatian masyarakat luas sehingga membuat kepercayaan 

masyarakat terhadap instansi polri menurun. Dalam perspektif siya<sah dustu<riyah  

kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam khususnya 

dalam wilayatul mazalim dan wilayatul hisbah yaitu yang keduanya memiliki 

hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan moralitas. 

 

Kata Kunci: Peradilan Umum, Peradilan etik, KEPP, Siya<sah Dustu<riyah. 
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MOTTO 

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan 

dan tidak ada kemudahan tanpa do’a.  

-Ridwan Kamil- 
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lembar yang paling inti dari skrispi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya 
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Ibunda Enok Siti Fatimah, Adik-adik kandung saya Arfa Muhammad Ramdhan dan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س
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 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 D}ammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Contoh: 

 kataba كَتَبَ  -

 fà´ala فَ عَلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...
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 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ىَ...اَ...  Fath}ah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 D}ammahdanwau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla قاَلَ  -

 ramā رَمَى -

 qīla قِيْلَ  -

 yaqūlu يَ قُوْلُ  -

D. Ta Marbu>t\\}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fāl/raud}ahtul at}fāl رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -
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 al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرَةُ  -

munawwarah 

 t}alh}ah  طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

       nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 ar-rajulu الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 
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hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

نَّ إِ  -  inna 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

innallāha fahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh:  

 Alhamdu lillāhi rabbi al-̀ālamīn/Alhamdu الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

lillāhi rabbil ̀ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا - ي ْ  Lillāhi al-amru jamī̀an/Lillāhil-amru jamī̀an  لِلِِ  الأمُُوْرُ جََِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 xv   
  

KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem peradilan adalah instansi masyarakat sipil, seperti pengadilan 

yang berada di bawah kendali yudisial. Selain itu, peradilan suatu negara 

bekerja untuk menyelesaikan semua masalah sosial dan pemerintahan serta 

menjatuhkan hukuman tegas bagi pelanggar hukum dengan menggunakan 

peraturan dan hukum yang berlaku.1 Tujuan negara dalam menghasilkan 

sebuah peradilan adalah sebagai otoritas dalam hal memberikan keadilan mulai 

dari menyelidiki, mengadili serta memutus bagi setiap masyarakat dan 

pemerintahan yang terkait pada persoalan hukum dalam pergaulan masyarakat, 

pemerintahan serta lembaga negara lainnya. Lembaga peradilan tersebut diberi 

kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “kekuasaan yang merdeka mendirikan peradilan untuk 

memelihara  hukum dan keadilan hal ini merupakan pengertian dari kekuasaan 

kehakiman”. Terdapat dua tingkatan wewenang kehakiman di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. 

Maksud dari peradilan umum adalah lembaga peradilan masyarakat 

sipil yang berada di bawah lingkup peradilan dan mengadili perkara-perkara 

perdata, pidana, dan lain sebagainya.2 Sementara itu, peradilan etik yaitu 

lembaga yang mengadili perkara spesifik atau golongan masyarakat tertentu. 

Hal ini terdapat dua peradilan yang saling keterkaitan tetapi berbeda yakni 

peradilan etik dan peradilan pidana. Pada proses peradilan etik sidang KKEP 

(Komisi Kode Etik Polri) merupakan sidang untuk memutus dan memeriksa 

suatu perkara pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang dilakukan oleh 

angggota polisi begitu juga dengan yang dimaksud pada pasal 1 ayat (7)

                                                           
1 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggan Peradilan (Jakarta: Kencana 

Prenamedia Group, 2007), hlm. 2. 
2 Willa Wahyuni, “Mengenal Klasifikasi Lembaga Peradilan,” 

Https://Www.Hukumonline.Com, 2022, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 15.57 WIB.  

https://www.hukumonline.com/
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perkapolri nomor 14 tahun 2011 selain itu Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian 

Republik Indonesia juga diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

kelompok atau profesi tertentu.3 Namun anggota kepolisian juga harus 

melaksanakan proses peradilan yang secara umum dilaksanakan berdasarkan 

peraturan yang berlaku di wilayah peradilan umum yang merujuk pada UUD 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lain sebagainya.  

Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, 

dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana 

harus diputusakan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya 

putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak 

mempengaruhi putusan pidana pembagian tingkatan tersebut seperti yang 

dijelaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (1) “Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, serta yang dimaksud 

dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 jo pasal 28 

Ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 

“penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”. Artinya 

seorang polisi atau oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana atau 

tindakan tercela yang telah diputuskan oleh Komisi Sidang Etik dengan 

hukuman yang paling berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 

(PTDH), Putusan itu tidak akan menghapus tuntutan pidana atau berpengaruh 

pada hukumannya akan tetapi putusan dari peradilan pidana akan menjadi 

acuan dalam memutus pada putusan sidang etik pada lembaga kepolisian. 

Karena sejatinya Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan berencana akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum 

pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun penjara. Namun beberapa sisi perbedaan pada ke 

                                                           
3 H. Suyanto, SH., M.H., Mkn, Hukum Acara Pidana (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 

hlm. 19. 
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dua lembaga serta kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan. 

Tidak dipungkiri seluruh organisasi atau lembaga sudah menjadi 

kewajiban untuk memiliki dasar ketentuan disiplin bagi setiap orang yang 

berada dibawah organisasi tersebut yakni dengan cara membuat peraturan-

peraturan serta tata tertib yang harus dipatuhi dan terdapat hukuman yang 

sesuai bagi setiap pelanggarannya. Berkaitan dengan anggota kepolisian yang 

menjadi salah satu lembaga penegak hukum melakukan pelanggaran sudah 

pasti akan berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota Polri dan 

efektivitasnya pada penegakan hukum tersebut. Menurut pemikiran Soerjono 

Soekanto perihal teori efektivitas hukum yang begitu signifikan dengan 

berdasarkan teori Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa “penyebab yang 

mengganggu pelaksanaan penegakan hukum terletak pada perilaku dan 

keberanian aparat penegak hukum itu sendiri.”4 

Kepolisian republik indonesia merupakan instansi yang independen 

dan berada langsung dibawah wewenang presiden sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang 

Kepolisian menyebutkan bahwa “kewajiban kepolisian merupakan bagian 

kewajiban pemerintah negara untuk memelihara kenyamanan serta 

keselamatan warga, dengan cara menegakkan peraturan, melindungi, 

mengayomi, serta melayani masyarakat.” Polri dalam melakukan tugas, fungsi 

serta wewenangnya harus berdasarkan pada kode etika Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) No 14 tahun 2011 tentang KEPP 

sebagai ketentuan perilaku polisi.5 Anggota kepolisian republik indonesia juga 

harus patuh terhadap peradilan umum yang dituangkan dalam UUD 1945 No 

2 Tahun 2002 pasal 29 ayat (1) Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Secara 

hukum berarti Polri sebagai anggota masyarakat sipil bukan lagi bagian dari 

subjek hukum militer. Petugas yang dinyatakan bersalah atas perilaku tidak etis 

                                                           
4 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum 

(Bandung: Maju Bandung, 2001), hlm. 55. 
5 Abdullkadir Muahammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: Citra Bakti Bandung, 2006), 

hlm. 2.  
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akan dikenakan sidang kode etik profesi serta ketentuan disiplin sebagaimana 

peraturan yang berlaku.6 

Sebagai seorang abdi negara serta sebagai lembaga pengayom 

masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat ketat. Mulai dari 

pelaksanaan hingga dengan tindak tanduk pada berkehidupan masyarakat 

semuanya sudah diatur secara jelas serta tertulis dalam ketentuan-ketentuan 

yang telah disahkan oleh badan yang berwenang dan patut dilaksanakan. Maka 

dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang polisi haruslah menjadi contoh 

serta teladan bagi rakyat pada daerah atau di wilayah kawasan polisi tersebut 

bertugas. Terdapat 3 kunci keberhasilan dalam hal penerapan etik yaitu 

memiliki kepribadian yang kuat untuk bertindak etis, memiliki pemimpin yang 

membimbing, dan memiliki faktor pendukung dari masyarakat. Semuanya 

berperan dalam keberhasilan penerapan etika kepolisian. Tetapi sebaliknya 

Jika dari salah satu maupun semuanya menghilangkan perilaku etis tersebut 

maka hal tersebut akan merusak kinerja dan citra kepolisian. Namun amat 

disayangkan meskipun diikat oleh peraturan yang tegas, masih saja banyak 

oknum kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

mencerminkan jati diri seorang polisi seperti penyalahgunakan kewenangan, 

arogansi, penganiayaan serta masih banyak lainnya.7 

Namun  belakangan  ini muncul  permasalahan serius  di  kalangan 

Kepolisian  Republik Indonesia,  terkait  dugaan  tindak  pidana  pembunuhan  

berencana  yang  dilakukan  oleh beberapa oknum kepolisian.8 Sebagai akibat 

dari prilaku kejahatan yang diperbuat oleh beberapa anggota kepolisian kini 

Polri tidak lagi dapat dipercaya sebagai instansi yang jujur. Disengaja atau 

tidak disengaja, ada banyak alasan berbeda mengapa pelaku melakukan 

                                                           
6 Reymon F H, Irma, Fenny N, “Analisis Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana 

Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Di Duga Melakukan Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana”, Jurnal Samudra Hukum, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm.56. 
7 Aditia Noviansyah, “Melihat Data Pelanggaran Oknom Kepolisian 4 Tahun Terakhir,” 

Https://Kumparan.Com/, 2022, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2013, Pukul 01:51. 
8 Wahyudi Setiawan, “Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Serta 4 Perkara Yang 

Belum Terungkap”, Https://Nasonal.Kompas.Com, 2022, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023, 

Pukul 01:55. 

https://kumparan.com/
https://nasonal.kompas.com/
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kejahatan pembunuhan. Ada yang melakukan tindakan tersebut dengan dasar 

motif balas dendam, dan lain sebagainya. Kepercayaan masyarakat terhadap 

penegak hukum tentu telah rusak akibat isu-isu tersebut. Sudah menjadi 

tanggung jawab setiap orang untuk menjaga ketentraman dan menjaga 

keutuhan, wibawa, dan martabat Polri maka akibatnya oknum yang 

bersangkutan dikenakan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

(PTDH) dalam putusan sidang etik kepolisian republik Indonesia. 

Berdasarkan tinjauan dari Siya<sah Dustu<riyah terhadap hubungan 

kelembagaan antara peradilan umum dengan peradilan etik polri merupakan 

lembaga yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu wilayatul mazhalim dan 

wilayatul al-hisbah, Wilayatul al-mazhalim bertugas untuk mengawasi dan 

memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, 

sedangkan wilayatul al-hisbah lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal 

dengan peranan lembaga Al-hisbah yang juga berwenang dalam proses 

penjatuhan sanksi terhadap penegak hukum yang melanggar kode etik atau 

etika profesi. Fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari 

struktur pemerintahan Islam, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan 

prinsip-prinsip nilai-nilai keislam itu sendiri.9 Teori kelembagaan Indonesia 

lembaga peradilan etik hanya memiliki kewenangan khusus tidak memiliki 

kewenangan umum sedangkan dalam teori Siya<sah Dustu<riyah, peradilan etik 

kepolisian adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan 

moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, 

Sedangkan peradilan umum kewenangan kelembagaan (Wilayah) selalu 

memiliki kewenangan khusus dan umum. Dalam perspektif siya<sah dustu<riyah  

kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam 

khususnya dalam wilayatul mazalim dan wilayatul hisbah yaitu yang keduanya 

memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan 

moralitas. 

                                                           
9 Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113. 
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Sesuai putusan pidana yang diterbitkan No: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel 

menyatakan bahwa Ferdi Sambo SH., SIK., MH. Sudah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang bersamaan 

dengan melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menetapkan sudah terbukti melakukan 

tindak pidana tanpa atau melawan hukum atau hak mengerjakan tindakan yang 

berakibat tidak bekerjanya suatu sistem elektronik dengan bersamaan 

berdasarkan mestinya, hal tersebut melanggar pasal 49 jo pasal 33 Undang-

Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik jo Pasal 55 KUHP 

pasal 1 serta menetapkan hukum pidana kepada pelaku dengan hukuman 

pidana mati. Melihat konflik yang sedang memanas yaitu pembunuhan 

berencana yang dikerjakan oleh oknum polisi. Maka dari itu, skripsi ini 

mencoba mengkaji persoalan tersebut dengan meninjau beberapa aspek, 

seperti: bagaimana keterkaitan antara peradilan kode etik serta peradilan pidana 

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pidana nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel serta putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022. 

Berdasarkan kasus dugaan pembunuhan berencana oleh anggota 

kepolisian tersebut, dikabarkan terduga telah mendapatkan putusan dari 

peradilan etik sejak hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu dengan hukuman 

Pemberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebelum dikeluarkannya 

putusan oleh peradilan pidana. Sedangkan peradilan pidana baru dimulai pada 

hari Senin 17 Oktober 2022. Sehingga dari uraian permasalahan di atas, 

penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya belum ada 

pengaturan terkait lembaga peradilan mana yang memilik kewenangan untuk 

melakukan proses persidangan. Selain dari itu sebagai sumber pengetahuan 

sehingga tidak memunculkan stigma yang salah terhadap tiap-tiap proses 

peradilan yang dilaksanakan dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan 

oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia juga bagaimana hubungan 

peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 

perspektif siya<sah dustu<riyah, dengan judul “Hubungan Peradilan Etik Dan 
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Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Siya<sah Dustu<riyah 

(Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan 

Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)”. 

B. Definisi Oprasional 

1. Peradilan Etik 

Peradilan etik disebut juga dengan court of ethic, Peradilan dapat 

bersifat formal, berusaha menegakkan hukum dari perspektif formal dan 

prosedural murni, atau etis, berusaha menemukan persamaan yang berupaya 

menegakkan keadilan sebagai makna substantif.10 Yang dimaksud dengan 

peradilan etik disini adalah peradilan yang menentukan nasib anggota polisi 

yang melanggar hukum dengan menerapkan prinsip penerapan kriteria 

moral dan standar nasional. 

2. Peradilan Pidana 

Peradilan pidana merupakan instansi masyarakat sipil, seperti 

pengadilan, yang berada di bawah kendali yudisial menangani kasus-kasus 

yang melibatkan hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Tujuan 

dari peradilan pidana adalah untuk mencegah konflik kriminal. Ketika kita 

berbicara tentang pencegahan kejahatan, maksudnya adalah mengendalikan 

hal tersebut agar tidak melebihi tingkat yang dapat diterima oleh 

masyarakat.11 Peradilan pidana yang dimaksud disini adalah peradilan 

pidana yang diterapkan kepada anggota polisi yang melanggar hukum yaitu 

melakukan tindak pidana pembunuhan  

3. Hukum Pidana  

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-

dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang 

                                                           
10 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

hlm. 2. 
11 Rocky Marbun, System Peradilan Pidana Indonesia (Malang: Setara Perss, 2015), hlm. 

32. 
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melakukan.12 Maksud hukum pidana disini adalah hukuman pidana bagi 

pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian republik 

Indonesia.  

4. Siya<sah Dustu<riyah  

Siya<sah Dustu<riyah merupakan bagian fiqih siya<sah yang 

menjelaskan tentang masalah perundang-undangan negara yang 

menerangkan tentang teori sebuah negara hukum serta hubungannya dengan 

balasan pemerintah dan hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh 

negara.13 Pembuatan kebijakan melalui pertimbangan tujuan bersama 

dikenal sebagai siya<sah dustu<riyah. Pada bagian ini membuat pembahasan 

tentang hubungan antar lembaga peradilan menurut siya<sah dustu<riyah.  

5. Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. 

Merupakan pernyataan bersifat mengikat secara hukum yang dibuat 

oleh seorang hakim (sebagai pejabat yang berwenang) dalam suatu 

persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau 

konflik, dalam hal ini putusan hakim atas suatu perkara pembunuhan yang 

dilakukan oleh oknum polisi. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: 

KKEP/74/VIII/2022? 

2. Bagaimana Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: 

KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif Siya<sah Dustu<riyah? 

 

 

 

                                                           
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.  
13 Muhammad Ikbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 177. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan 

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana 

Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dan Sidang Etik Nomor: 

KKEP/74/VIII/2022. 

b. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan 

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana 

Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dan Sidang Etik Nomor: 

KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif Siya<<<<<sah Dustu<riyah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Kajian ini dapat membantu penulis untuk mengetahui lebih jauh 

tentang etika dan sistem peradilan pidana di Indonesia bagi aparat 

penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan. 

2) Diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah bagi para peneliti yang 

tertarik untuk meneliti topik ini lebih jauh di masa depan.  

b. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mendorong 

warga untuk lebih percaya pada kemampuan penegak hukum untuk 

menegakkan hukum secara imparsial dan melayani keadilan bagi semua.  

E. Kajian Pustaka 

Disini penulis menelaah kembali dari beberapan penelitian terdahulu 

yang berkaitan, antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Hermawan yang berjudul “Perbuatan 

Penghilangan Nyawa Oleh Anggota Polisi Polda Kranggan Kesatuan Polsek 

Temanggung Serta Sidang Kode Etik Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian 

Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri” Dalam 

penelitian ini, penulis membahas mengenai pembunuhan oleh seorang 

oknum polisi pada polres Karanggen serta bagaimana hal itu bertentangan 

dengan mandat polisi untuk menegakkan keamanan warga negara, hukum 
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yang ditegakan, menjaga warga negara, serta melayani warga negara. 

Seorang eksekutor dipekerjakan agar melaksanakan kejahatan tindak pidana 

pembunuhan. Maka atas perbuatannya hakim menjatuhkan hukuman 

penjara 20 tahun penjara atas kejahatannya. Komisi Kode Etik Polri 

kemudian mengadilinya atas perannya dalam penegakan KEPP. Sidang 

KKEP diakhiri dengan rekomendasi pemecatan secara tidak hormat dari 

kepolisian dan pengenaan sanksi yang mencerminkan beratnya 

pelanggaran.14 

2. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Reski Pratiwi yang berjudul “Implementasi 

Hukum Pidana Atas Anggota Polri Yang Menyalahi Standar Oprasional 

Prosedur Tembak Ditempat” Skripsi ini mengusulkan bahwa sesuai dengan 

Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi, PTDH harus diberikan kepada 

anggota polisi yang melanggar Standar Operasional Prosedur baku tembak 

di tempat. Selanjutnya apabila terbukti perbuatan tersebut telah melanggar 

hukum pidana, maka dari itu anggota kepolisian akan dikenakan hukuman 

pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkannya pada penembakan di 

tempat, adapun penyebab anggota Polri untuk menggunakan peralatan 

menembak ditempat ialah berdasarkan beberapa faktor individu maupun 

faktor eksternal.15 

3. Jurnal Deny Hendrawan dengan judul “Implementasi Kode Etik Profesi 

Kepolisian Republik Indonesia Kepada Oknum Yang Melakukan Tindak 

Pidana (Studi Pada Kasus Pada Wilayah Hukum Polisi Sulawesi Tengah)”. 

Untuk lebih memahami bagaimana penjatuhan sanksi kode etik profesi 

kepada polri yang melakukan kejahatan di wilayah hukum polda Sulteng, 

jurnal ini membahas tentang berbagai jenis serta bentuk pelanggaran polri 

terhadap kode etik profesi. Divpropam Polda Sulteng masih perlu 

                                                           
14 Agus Hermawan, “Perbuatan Penghilangan Nyawa Oleh Anggota Polisi Polda Kranggan 

Kesatuan Polsek Temanggung Serta Sidang Kode Etik Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian 

Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri”, Skripsi, (Semarang: Uin 

Walisongo Semarang, 2020). 
15 Diyah Reski Pratiwi, “Implementasi Hukum Pidana Atas Anggota Polri Yang Menyalahi 

Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat”, Skripsi, (Makassar: Universitas Bosowo 

Makassar: 2020). 
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membenahi kode etik untuk penegakan hukum, khususnya oknum polisi 

yang melakukan tindak pidana serta membenahi infrastruktur untuk 

membantu mereka dalam menjalankan tugas, dan membebaskan impresi 

masyarakat terhadap penegakan hukum internal kepolisian sehingga 

masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadapnya.16 

4. Jurnal yang ditulis oleh Elfando Cahaya C P dengan judul “Tahap Proses 

Peradilan Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal 

ini membahas langkah-langkah yang diambil ketika menyelidiki tuduhan 

kesalahan oleh petugas Polri yang yang melkukan tindak pidana. Seorang 

anggota kepolisian yang berperkara akan menjalani 3 proses peradilan yaitu 

peradilan disiplin, peradilan umum dan sidang etik. Petugas yang telah 

didisiplinkan melebihi 3 kali persidangan maka tidak layak untuk terus 

bertugas sebagai petugas kepolisian dapat diberhentikan dengan hormat 

maupun diberhentikan tidak tidak hormat17 

No  Nama dan Judul Persamaan Perbedaan 

1 Skripsi Agus 

Hermawan yang 

berjudul 

“Perbuatan 

Penghilangan 

Nyawa Yang 

Dilakukan Oleh 

Anggota Polisi 

Polda Kranggan 

Kesatuan Polsek 

Temanggung 

Serta Sidang 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas tindak 

pidana berupa 

pembunuhan yang 

dilakukan polisi 

serta penindakan 

kode etik 

kepolisian.  

Skripsi Agus Hermawan 

Penelitian ini mengkaji 

tentang proses penindakan 

kode etik yang berdasarkan 

pada perkapolri serta 

kategori pidananya 

sedangkan penelitian ini 

tidak hanya mebahas tentang 

peradilan etik saja tetapi 

membahas juga tentang 

hubungan antara peradilan 

kode etik serta peradilan 

                                                           
16 Deny Hendrawan, Dkk, “(Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik 

Indonesia Kepada Oknum Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kasus Pada Wilayah Hukum 

Polisi Sulawesi Tengah)”, Jurnal Garuda, Vol. 6, No. 6, (2018), hlm. 1.   
17 Elfando Cahaya C P, “Tahap Proses Peradilan Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan 

Tindak Pidana”, Jurnal Varia Justicia, Vol. 12, No. 2, (1016), hlm. 190. 
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Kode Etik Sesuai 

Dengan Peraturan 

Kepolisian 

Republik 

Indonesia No 14 

Tahun 2011 

Tentang Kode 

Etik Polri 

pidana terhadap oknum 

polisi yang melakuakn 

kejahatan membunuh 

perspektif siya<sah 

dustu<riyah. 

2 Skripsi Diyah 

Reski Pratiwi 

yang berjudul 

“Implementasi 

Hukum Pidana 

Atas Anggota 

Polri Yang 

Menyalahi 

Standar 

Oprasional 

Prosedur Tembak 

Ditempat”. 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang penerapan 

pidana terhadap 

anggota polisi 

yang melakukan 

kesalahan.  

Skripsi Diyah Resti 

Wulandari membahas 

tentang sanksi berdasarkan 

pada perdilan etik berupa 

hukuman PTDH skripsi 

tersebut tidak menggunakan 

putusan sedangkan 

penelitian penulis 

merupakan kajian putusan 

yang tidak hanya membahas 

tentang peradilan etik tetapi 

juga peradilan pidana yang 

kemudian dihubungkan 

dengan peradilan pidana 

serta peradilan kode etik 

pada kasus oknum polisi 

yang melakukan tindak 

pidana berupa pembunuhan 

dari sudut pandang siya<sah 

dustu<riyah Nomor 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel 
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dan sidang etik nomor: 

KKEP/74/VIII/2022. 

3 Jurnal Deny 

Hendrawan 

berjudul 

“Implementasi 

Kode Etik Profesi 

Kepolisian 

Republik 

Indonesia Kepada 

Oknum Yang 

Melakukan 

Tindak Pidana 

(Studi Pada Kasus 

Pada Wilayah 

Hukum Polisi 

Sulawesi 

Tengah).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

dari penelitian ini 

memiliki 

perasamaan yaitu 

sama-sama 

membahas 

tentang penerapan 

kode etik polri 

atas kejahatan 

yang dilakukan 

oleh anggota 

polisi. 

Jurnal Deny Hendrawan, 

dkk, membahas tentang 

beberapa hal antara lain 

pengetahuan implementasi 

KEPP serta pengelompokan 

tindak pidana yang dilanggar 

adapun penelitian yang 

penulis teliti untuk 

mengetahui keterkaitan 

peradilan pidana serta 

peradilan etik bagi oknum 

polisi yang melakukan 

kejahatan tindak pidana 

berupa pembunuhan 

berdasarkan perspektif 

siya<sah dustu<riyah serta 

metode penelitian yang 

dilakukan berbeda. 
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4 Jurnal yang ditulis 

oleh Elfando 

Cahaya C P yang 

berjudul “Tahap 

Proses Peradilan 

Kepada Anggota 

Polisi Yang 

Melakukan 

Tindak Pidana”. 

Pada penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang oknum 

polisi yang 

melakukan 

kejahatan/tindak 

pidana.  

Jurnal Elfando Cahaya C P 

membahas mengenai proses 

peradilan untuk oknum 

polisi yang melakukan 

tindak pidanasedangkan 

penelitian ini membahas 

tentang keterkaitan antara 

peradilan pidana dan 

peradilan kode etik bagi 

anggota kepolisian yang 

melakukan tindak pidana 

berupa pembunuhan 

berdasarkan perspektif 

siya<sah dustu<riyah 

F. Kerangka Teori 

1. Peradilan Etik 

Peradilan etik mengacu pada sistem peradilan etik di Indonesia. 

Terdapat beberapa poin penting bahwa Gagasan pembentukan peradilan 

etik di Indonesia telah diajukan oleh para ahli dan praktisi hukum. Peradilan 

etik harus menerapkan prinsip-prinsip sistem peradilan modern, terutama 

mengenai aturan hukum dan etika. Pembentukan komisi negara yang 

independen atau tidak independen untuk mengawasi etika dan perilaku 

sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Peradilan etik erat kaitannya 

dengan konsep etika ketatanegaraan dan aturan etika. Seorang ahli hukum 

tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, telah 

menulis tentang pentingnya peradilan etik dan rekonstruksinya di 

Indonesia.18 

Peradilan etik dan peradilan pidana adalah dua sistem peradilan yang 

berbeda, tetapi keduanya berkaitan dengan penegakan hukum dan 

                                                           
18 Jimly Asshiddiqie, Memperkenalkan Peradilan Etik Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi 

Dan Demokrasi, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 1. 
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pertanggungjawaban atas pelanggaran. Peradilan etik berkaitan dengan 

penegakan aturan etika dan standar perilaku yang berlaku dalam suatu 

profesi atau organisasi. Tujuan peradilan etik adalah menjaga integritas dan 

kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Biasanya, peradilan etik 

dilakukan oleh badan-badan atau komite etik yang terdiri dari anggota yang 

terkait dengan profesi yang bersangkutan. Sementara itu, peradilan pidana 

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang 

dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, individu tersebut dapat dihadapkan 

pada tuntutan hukum dalam peradilan pidana dan juga diperiksa oleh badan 

etik yang terkait dengan profesi yang bersangkutan.19 

2. Peradilan Pidana 

Peradilan pidana mengacu pada sistem peradilan pidana di Indonesia 

yaitu serangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh badan dan 

lembaga pemerintah dengan tujuan untuk merehabilitasi pelaku, mencegah 

kejahatan lebih lanjut, dan memberikan dukungan moral kepada korban. 

Institusi utama peradilan pidana adalah polisi, jaksa penuntut umum, 

penasehat hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses 

peradilan pidana meliputi beberapa tahapan, antara lain. 

a. Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian yang diberi wewenang untuk melaksanakan 

penyelidikan. 

b. Penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana, di mana 

polisi menyelidiki kejahatan dan menentukan apakah ada cukup bukti 

untuk melanjutkan kasus pidana. 

c. Penuntutan merupakan penetapan polisi bahwa kejahatan telah 

dilakukan, penuntut umum akan mengajukan tuntutan terhadap 

tersangka. Pemeriksaan di muka pengadilan. 

d. Pemeriksaan di persidangan adalah dimana perkara disidangkan oleh 

hakim, dan bukti-bukti dihadirkan oleh pihak penuntut dan pembela. 

                                                           
19 Jimly Asshiddiqie, Pengadilan Khusus, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12. 
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e. Pelaksanaan putusan pengadilan yaitu terdakwa terbukti bersalah, 

pengadilan akan menjatuhkan hukuman, yang dapat berupa penjara, 

denda, atau hukuman lainnya. 

Adapun undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur sistem 

peradilan pidana bagi anak, yang dikenal dengan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Undang-undang ini 

bertujuan untuk memberikan pendekatan keadilan restoratif kepada anak-

anak yang telah melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk 

merehabilitasi dan mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Secara 

keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk 

memastikan bahwa keadilan ditegakkan, sekaligus memberikan dukungan 

kepada para korban dan rehabilitasi kepada para pelaku.20 

3. Hukum Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat 

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit 

itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu, perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan 

bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu 

setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan 

barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi 

larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh 

setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun 

peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.21 

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. 

Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan 

                                                           
20 Randy Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal 

Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, (2016), hlm. 322.  
21 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra 

Adityta Bakti, 1996), hlm. 7. 
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dan kesalahan. Pengertian tindak pidana dalam buku ini memisahkan tindak 

pidana dari pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa 

tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar”. 

Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan 

ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan 

merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku 

tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan 

pembenaran berpusat kepada 30 perbuatan. Dengan kata lain hal-hal 

tersebut bertujuan untuk mempertegas dilanggarnya perbuatan tertentu.22 

4. Siya<sah Dustu<riyah 

Siya<sah dustu<riyah merupakan bagian fiqh siya<sah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura’ yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siya<sah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindung.23 

Adapun bidang-bidang dalam kajian siya<sah dustu<riyah meliputi 

diantaranya: 

a. Al-sulthah al- tasyri‟iyah 

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah 

c. Al-sulthah al-qadha‟iyyah 

 

 

 

                                                           
22 Muhamad Ainul Samsul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 15-16. 
23 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 177. 
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G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatam ilmiah 

dengan tujuan tertentu, penelitian dapat dilihat sebagai kegiatan yang bersifat 

praktis dan analitis.24 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang disusun dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, disebut penelitian 

kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat 

sekunder yang terdapat di perpustakaan, penelitian kepustakaan disini 

berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum. 

Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode normtif dengan 

sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi 

dokumentasi dengan pendekatan kasus, sebagai bahan yang penulis ambil.25 

Penulis mengambil putusan pengadilan negeri dengan nomor perkara 

796/PId.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor KKEP/74/VIII/2022. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua 

sumber data yang akan digunakan dalam peneltian ini.  

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data utama yang bisa 

memberikan informasi secara langsung terhadap peneliti mengenai data 

yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa sumber data primer 

diantaranya berupa buku, dokumen dan lain sebagainya.26 Berdasarkan 

teori tersebut penulis menggunakan dokumen yakni yaitu Salinan 

putusan PN Jakarta Selatan No: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan 

Etik No: KKEP/74/VIII/2022 

 

                                                           
24 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 

170. 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

46-53. 
26 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto 

(Purwoketo: IAIN Press, 2019), hlm. 10. 



19 
 

 
 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder memiliki arti yaitu berupa sumber data 

apapun (manusia atau lainnya) yang tidak memberikan informasi kepada 

pengumpul data secara langsung.27 Bahan hukum sekunder biasanya 

terdapat pada buku, jurnal, artikel dan jenis-jenis karya tulis lainnya yang 

masih berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang akan diteliti.28 

Beberapa contoh sumber hukum sekunder yang digunakan untuk 

menunjang data primer pada penelitian ini antara lain buku, jurnal, 

artikel, KUHP, KUHAP, hasil penelitian dan karya ilmiah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan telaah 

terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.29 Berupaya untuk 

menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan rumusan masalah yang 

konkrit dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud, strategi kasus ini 

adalah dengan melihat kasus-kasus terdahulu terkait masalah yang sudah 

diputuskan oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.30 

Bahwa dalam penelitian studi kasus ini difokuskan pada putusan pidana 

nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor 

KKEP/74/VIII/2022.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini ialah dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk 

mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang di 

dalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud 

dokumen ialah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan. 

                                                           
27 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto, hlm. 6. 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 63. 
29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 46-53. 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Bandung: PT Khasrisma Putra, 2015), hlm. 

135. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian proses pengolahan dan 

penelaahan pada data yang didapatkan sebelumnya. Analisis data yang 

dipakai pada penelitian normatif atau kepustakaan adalah analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang menjelaskan data secara baik dan bermutu pada kalimat 

yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, logis dan efektif, sehingga hasil 

analisisnya mudah untuk difahami.31 Analisis penelitian kepustakaan 

bersifat preskriptif yakni untuk membubuhkan pendapat atau argumentasi 

atas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pendapat dilakukan untuk 

memberikan penilaian terkait benar atau salah atau bagaimana seharusnya 

menurut hukum mengenai peristiwa hukum yang sedang diteiti. Penulis 

menggunakan metode content analysis untuk menganalisis kecenderungan 

isi dari data-data pada penelitian ini, content analysis merupakan salah satu 

metode analisis data untuk menganalisis data menggunakan prosedural 

untuk membuat kesimpulan (inferensi) yang benar dari suatu teks.32 

Analisis dan pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data sehingga 

dapat dibuat kesimpulan.33 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah penulis dalam penelitian skripsi ini maka penulis 

membaginya dalam beberapa bab. Untuk memperoleh gambaran serta 

pemahaman yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, maka 

penulis meringkasnya kedalam suatu sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I berisikan pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

                                                           
31 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

ALFABETA CV, 2017), hlm. 69. 
32 Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, Jurnal Research 

Gate, Vol. 5 No. 9, Juni 2018, hlm. 1-2. 
33 Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, hlm. 2.  
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Bab II berisikan landasan teori dari konsep hukum pidana yang meliputi 

unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan sanki pidana bagi 

penegak hukum. Selanjutnya landasan teori tentang peradilan pidana yang 

meilputi pengertian peradilan pidana dan proses peradilan pidana Kemudian 

landasan teori tentang peradilan etik yang di dalamnya meliputi pengerian 

etika, macam-macam kode etik profesi polri, serta bentuk pelanggaran dan 

sanksi polri. Ladasan teori terakhir mengenai siya<<<sah dustu<riyah yang meliputi 

pengertian siya<sah dustu<riyah serta bidang-bidangnya.  

Bab III berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi putusan nomor 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan sidang etik KKEP/74/VIII/2022. 

Bab IV berisikan hasil penelitian pada bab ini penulis menguraikan 

hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana 

pembunuhan studi putusan pidana nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan 

putusan etik nomor KKEP/74/VIII/2022, serta hubungan peradilan etik dan 

peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan studi putusan pidana 

nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor: 

KKEP/74/VIII/2022 dalam perspektif siya<sah dustu<riyah. 

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan serta saran-saran 

dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Hukum Pidana 

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari 

para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum 

pidana Roeslan Saleh.34 Mengutip pendapat dari Moeljatno yang 

mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan 

mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang 

dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan 

dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat 

dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 

tertentu diantaranya ialah:35 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan 

                                                           
34 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian 

Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13. 
35 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 1. 
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tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai 

ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya, sedangkan hukum 

pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Pengertian hukum 

pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi 

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan 

sehari-hari, terminologi “hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum 

pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut 

dengan hukum acara pidana. Maka dapat dikatakan bahwa pengertian 

hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, 

sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum 

pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil 

biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).36 

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum 

Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau a criminal act 

untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka 

istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari 

tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar 

berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak 

Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman 

pidana.37 Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan 

suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai 

                                                           
36 Eddy O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2015), hlm. 12. 
37 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika 

Aditama, 2009), hlm. 59. 
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straftbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan 

perbuatan yang dapat dipidana adalah:38 

a. Peristiwa pidana. 

b. Perbuatan pidana. 

c. Pelanggaran pidana. 

d. Perbuatan yang dapat dihukum.  

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 

dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman dan belanda 

disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan 

istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.39 

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau 

menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun 

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu 

adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu 

kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak 

melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena 

perbuatan orang lain.40 

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut 

tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum 

dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur 

pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari unsur pidana 

objektif dan unsur pidana subjektif.41 

a. Unsur Objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang 

dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian 

                                                           
38 Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana (Malang: UM press dan FH UH, 2001), 

hlm. 21. 
39 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pess, 2011), hlm. 47. 
40 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 95. 
41 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), hlm.175. 
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objektif disini adalah tindakannya. Unsur-Unsur objektif dalam hal ini 

yaitu unsur-unsur objektif tindak pidana pembunuhan berencana yang 

berdasarkan pada pasal 340 KUHP diantaranya adalah: 

1) Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang 

dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah 

Naturlijk person, yaitu manusia. 

2) Dengan Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan 

untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam 

perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). 

3) Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara 

perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya 

perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti 

dengan tindakannya.42 

b. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 

dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 

pelaku. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, yakni sebagai berikut:43 

a. Delik formil dan delik materil 

Delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan 

yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya 

perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya penghasutan 

(Pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan 

perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih 

golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP) penyuapan (Pasal 209, 

210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 

263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan Delik materiel itu 

adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang 

                                                           
42 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 62. 
43 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 12. 
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tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang 

tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika belum, maka paling banyak hanya 

ada percobaan. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan 

(Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik 

formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP. 

b. Delik berlanjut dan delik tidak berlanjut 

Delik berlanjut yaitu delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan 

terlarang itu berlangsung terus, misalkan merampas kemerdekaan 

seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan Delik tidak berlanjut adalah 

delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu 

yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh 

(Pasal 338 KUHP) tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya 

si korban. 

c. Delik tunggal dan delik berganda 

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 

perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik yang baru 

merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya 

(Pasal 481 KUHP) penadahan sebagai kebiasaan. 

d. Delik sederhana dan delik dengan pemberat 

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya 

(Pasal 338 KUHP) tentang pembunuhan dan (Pasal 362 KUHP) tentang 

pencurian. Sedangkan delik yang ada pemberatannya yaitu delik yang 

memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik 

pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman 

pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok misalnya 

penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 

351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 

363 KUHP).44 

 

                                                           
44 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 12-13. 
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e. Delik dolus dan delik culpa 

Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya 

dalam (Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP). Sedangkan delik culpa 

adalah delik yang memuat kealapan sebagai salah satu unsur, misalkan 

dalam (Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP). 

f. Delik aduan dan delik biasa  

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan 

apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij). 

Misalkan, penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 

KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 

2 KUHP jo. ayat (2)). Sedangkan Delik biasa yaitu delik yang bukan 

delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. 

Misalnya (Pasal 281 KUHP) yaitu melanggar kesusilaan, (Pasal 338 

KUHP) tentang pembunuhan.45 

3. Sanksi Pidana Bagi Penegak Hukum 

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan 

lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan 

perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya 

penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana 

yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis. 

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan 

selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. 

Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan 

dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.46 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu seorang 

anggota kepolisian republic Indonesia. Polisi sebagai salah satu aparat 

                                                           
45 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 13. 
46 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 

50.  
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penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan 

melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan 

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. 

Keberadaan  polisi  sebagai pelaksanaan  awal sistem peradilan wajib 

melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat  penegak hukum. Setiap 

anggota Polri bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kepolisian agar 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

setiap tindakan anggota Polri tidak boleh melawati batas-batas tertentu. 

Batasan tersebut disebut dan diatur menurut Kode Etik Profrsi Polri sebagai 

landasan serta pedoman dalam menjalankan tugas setiap anggota Polri.  

Anggota Polisi Republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang 

sama dalam hal penegakan hukum oleh peradilan yaitu sebagai masyarakat 

sipil maka dari itu sanksi yang didapatkan juga sama dengan masyarakat 

sipil. Secara umum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. 

Terkait bentuk-bentuk pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan 

pidana terhadap pelaku berdasarkan dari tindak pidana yang dilakukan. 

Pada prinsipnya tindak pidana terbagi dalam dua macam, yaitu kejahatan 

dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP, sedangkan 

pelanggaran diatur dalam buku ke III KUHP. 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP pidana terdiri atas: 

a. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

denda dan pidana tutupan. 

b. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.47 

Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

tidak hanya pidana pokok saja, tetapi dapat juga dijatuhkan dengan pidana 

tambahan dalam hal-hal tertentu. Pidana mati sebagaimana diatur dalam 

                                                           
47 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 31, 

122 
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Pasal 11 KUHP, disebutkan “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat 

gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada 

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” 

Seiring berjalannya waktu, pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan 

tembak mati. Pidana ini merupakan pidana terberat dalam hukum positif 

Indonesia. Kebanyakan negara menilai pidana mati hanya mempunyai arti 

dari sudut kultur historis.48 

Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, 

disebutkan “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu 

tertentu.”49 Pidana penjara selama waktu tertentu paling lama lima belas 

tahun, dan dapat menjadi paling lama dua puluh tahun dalam hal kejahatan 

yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau karena 

perbarengan, dan pengulangan. Pidana penjara adalah pidana pencabutan 

kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan cara menutup terpidana 

dalam sebuah penjara, dan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan 

tata tertib yang berlaku dalam penjara. 

Pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) 

KUHP, disebutkan “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling 

lama satu tahun”. Pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun 

empat bulan dalam hal ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau 

pengulangan. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 

perampasan kemerdekaan bagi si terhukum. Pidana kurungan lebih ringan 

dari pada pidana penjara, seperti dalam hal melakukan pekerjaan, dan 

kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari. 

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP, disebutkan 

“Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, jika pidana 

denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, lamanya pidana 

                                                           
48 Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di 

Luar KUHP”, Lex Crimen, Vol. 3, N0. 3, (2014), hlm 5. 
49 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 6. 
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kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.”50 

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran 

atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang 

dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. 

Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk 

menggantikan pidana penjara, yang mana dapat dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelaku kejahatan, atas dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh 

pelaku karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati. Pidana tutupan 

sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada 

terpidana. Pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik dari 

pada pelaksanaan kepada terpidana pada pidana penjara. Pembahasan 

mengenai pidana tentunya tidak hanya sampai pada pidana pokok saja, 

karena terdapat pula pidana tambahan. Secara umum pidana tambahan 

terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 

tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 

Pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak-hak tertentu diatur 

dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Hak-hak terpidana yang 

dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam 

kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah hak 

memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak 

memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan 

yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat 

hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 

pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan 

anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 

atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencarian 

tertentu.”51 Terkait dengan pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) dan (2), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP, disebutkan bahwa “Hak 

memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki 

                                                           
50 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 15-16. 
51 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 18. 
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Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku 

Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau 

kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena 

memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana 

karena jabatannya.” Mengenai masa berlakunya pencabutan hak-hak 

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP, disebutkan bahwa “jika 

dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan dalam 

hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan 

seumur hidup, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 

kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak 

lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya dan dalam hal pidana denda, 

Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.”52 

Pidana tambahan dalam bentuk perampasan barang-barang tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP bahwa barang-barang kepunyaan 

terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang sengaja 

dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, dapat dirampas, dalam hal 

pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau 

karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan 

hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang dan perampasan dapat 

dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada 

pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. 

Pidana tambahan dalam bentuk pengumuman putusan hakim 

sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP, disebutkan bahwa “Apabila 

hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab 

undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus 

menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya 

terpidana.” Khusus mengenai pidana tambahan dalam bentuk pengumuman 

putusan hakim, biasanya penjatuhan pidana tambahan ini jarang sekali 

terdapat dalam suatu putusan hakim.53 

                                                           
52 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 19. 
53 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 20. 
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B. Peradilan Pidana 

1. Pengertian Peradilan Pidana  

Lembaga peradilan merupakan alat atau pelengkap suatu negara 

yang memiliki fungsi mempertahankan serta menegakan hukum dalam 

suatu negara. Lain daripada itu lembaga peradilan dalam suatu negara 

bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat maupun pemerintahan dan melimpahkan sanksi 

dalam setiap putusan yang inkrah bagi meraka yang telah melanggar 

hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.54 

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa 

lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana menunjukkan adanya 

hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum atau dengan 

kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan. Peradilan tersebut 

berada di bawah kendali yudisial menangani kasus-kasus yang melibatkan 

hukum perdata, hukum pidana, tata usaha negara, dan sebagainya. Tujuan 

dari peradilan pidana adalah untuk mencegah konflik kriminal. Ketika kita 

berbicara tentang pencegahan kejahatan, maksudnya adalah untuk 

mengendalikan hal tersebut agar tidak melebihi tingkat yang dapat diterima 

oleh masyarakat.55 

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya 

beberapa lembaga penegak hukum. Peradilan pidana di Indonesia pada 

hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses 

peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan 

satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, dimana tahap yang satu 

mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan 

pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan di persidangan serta pelaksanaan putusan yang 

dilakukan oleh majelis hakim.56 

                                                           
54 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan, hlm. 2.  
55 Rocky Marbun, System Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 32. 
56 S. Tanusubroto, S.H., Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana (Bandung: 

Alumni, 2009), hlm.1. 
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Adapun tujuan lembaga-lembaga peradilan di Negara Indonesia 

saat ini pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu, mencari keadilan 

dari suatu kasus agar tidak terjadinya sifat diskriminasi atau sistem 

peradilan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Sederhananya 

perkembangan peradilan di Indonesia melalui fase yang sama, hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Djoko Sutono dalam seminarnya 

yang di laksanakan di Universitas Indonesia. Menurutnya ada 4 bentuk 

tahapan perkembangan peradilan Indonesia yang dikategorikan sekaligus 

dapat dipandang sebagai tahapan perkebangan dari zaman ke zaman. 

Adapaun 4 kategori tersebut ialah: 

a. Peradilan yang bekerja atas dasar ketentuan-ketentuan hukum yang 

tidak tertulis, yang dalam sejarahnya di Indonesia dikenal dengan 

sebutan pengadilan adat yang didasarkan atas hukum adat yang tidak 

tertulis. 

b. Peradilan yang bekerja atas dasar presiden atau atas dasar putusan-

putusan pengadilan. 

c. Peradilan yang bekerja atas dasar rujukan kitab-kitab hukum para ahli. 

d. Peradilan yang bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan. 

Namun, ada beberapa yang menjadi pembeda antara lembaga 

peradilan di Indonesia seperti, adanya lembaga yang berwenang sesuai 

dengan kasus yang sedang di adili, serta struktur dan mekanisme dari 

lembaga peradilan tersebut. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Penolakan terhadap suatu aturan perundang-undangan oleh badan atau 

lembaga tertentu, maka dapat mengajukan gugatan permasalahan 

tersebut pada lembaga Mahkamah Konstitusi agar dapat dilakukan uji 

materi atau dikenal dengan judicial review. 

b. Berkaitan dengan tindak pidana, perdata dan beberapa lainnya oleh 

kalangan masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, 

apabila terdakwa masih tidak puas dengan hasil putusan, maka dapat 
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mengajukan putusan tersebut di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi 

dan kasasi oleh Mahkamah Agung. 

c. Tindak pidana atau permasalahan lainnya yang dilakukan oleh seorang 

Tentara Nasional Indonesia, maka yang berhak mengadili dalam 

sengketa ini adalah lembaga Peradilan Militer. 

d. Berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam dunia industri 

maka yang berhak mengadili adalah Peradilan Industri. 

2. Proses Peradilan Pidana 

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan 

mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber 

tindakan) sampai pada lahirnya putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa proses dalam melaksanakan 

peradilan pidana diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Penyelidikan 

Penyelidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan 

(Pasal 1 angka 4 KUHAP).57  Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang 

dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah 

dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara 

atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului 

tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan 

pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada 

penuntut umum.58 

 

                                                           
57 Eddy O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 23. 
58 H. Suyanto, M.H., Hukum Acara Pidana (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 26.  
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b. Penyidikan 

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 

KUHAP).59 Berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP Penyidikan adalah 

suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam 

mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu 

siapa pelaku tindak pidana. Yang berwenang melakukan Penyidikan 

menurut pasal 1 ayat (1) Jo pasal 6 KUHAP adalah polisi (Pembantu 

Letnan Dua) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana 

Muda Pangkat Minimum Undang-undang lain yaitu Jaksa. Untuk 

tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana 

Subversi, Tindak Pidana Ekonomi, kewenangan Jaksa sama dengan 

kewenangan Polisi, akan tetapi kewenangan tersebut terbatas yaitu 

hanya untuk tindak pidana khusus. (Pasal 284 KUHAP, dan Undang-

undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 pasal 30).60 

c. Penuntutan oleh Penuntut Umum 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.61 Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP didefinisikan 

mengenai arti penuntut umum yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.62 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP 

menjelaskan mengenai jaksa yakni jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

                                                           
59 Eddy O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 23 
60 H. Suyanto, M.H., Hukum Acara Pidana, hlm. 32-33. 
61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7.  
62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf a.  
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penetapan hakim.63 Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV 

KUHAP Pasal 14 terdiri atas: 

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu. 

2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan 

(4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari 

penyidik. 

3) Melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. 

4) Membuat surat dakwaan. 

5) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat 

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang 

pada sidang yang telah ditentukan. 

7) Melakukan penuntutan. 

8) Menutup perkara demi kepentingan umum. 

9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.64 

Berdasarkan rincian wewenang tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak 

mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, 

misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan 

ataupun lanjutan. Ketentuan Pasal 14 ini disebut sistem tertutup, artinya 

tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan 

penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara 

berat. Pengecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat 

                                                           
63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf b.  
64 Eddy O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 23-24. 
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menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana 

subversi, korupsi, dan lain-lain. 

d. Pemeriksaan di persidangan 

1) Penentuan hari sidang dan pemanggilan. 

Penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang 

ditunjukan oleh ketua hakim untuk menyidangkan perkara. Dalam 

hal ini hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum agar 

memanggil terdakwa dan saksi untuk datang pada perkara yang 

disidangkan di pengadilan.65 

2) Pemeriksaan perkara biasa. 

Dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang 

perkara-perkara mana yang termasuk kedalam pemeriksaan biasa 

akan tetapi yang diberikan batasan hanya pada pemeriksaan singkat 

dan pemeriksaan cepat saja.66 Acara pemeriksaan biasa diatur 

dalam pasal 152-202 KUHAP yaitu tindak pidana yang diperiksa 

dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang 

pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak sederhana. 

Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa pembuktian dan penerapan 

hukumnya biasa tetapi memiliki sifat yang tidak sederhana. Jangka 

waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 

6 hari, kecuali jika sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara 

pemeriksaan cepat. 

3) Pemeriksaan perkara singkat. 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah 

perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk keadalam 

ketentuan pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum 

pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 

sederhana. Yang dimaksud dalam pasal 205 KUHAP tersebut 

mengatur mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu 

                                                           
65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 152 Ayat 1 dan 2.  
66 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 23. 
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perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling 

lama  3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 

rupiah. Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang 

diperiksa dengan acara singkat ternyata sifanya jelas dan ringan, 

yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan 

persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.67 

4) Pemeriksaan perkara cepat. 

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian 

keenam yaitu ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku 

juga pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu hal ini 

berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa 

“ketentuan dalam bagian kesatu, kedua dan ketiga bab ini tetap 

berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf 

ini”.68 Pemeriksaan cepat terbagi kedalam dua paragraf yaitu 

pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik 

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah 

dan penghinaan ringan. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas 

jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan 

perundang-undangan lalu lintas.  

e. Pembuktian 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga meupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim 

dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.69 Terdapat beberapa 

                                                           
67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 203-204. 
68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 210. 
69 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 

273.  
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alat bukti yang sah menurut hukum seperti yang tertuang dalam 

KUHAP pasal 184 ayat (1) yaitu diantaranya: 

1) Keterangan saksi 

2) Keterangan ahli 

3) Surat 

4) Petunjuk 

5) Keterangan terdakwa 

f. Putusan  

Berdasarkan etimologi arti “Putusan” adalah hasil akhir dari 

pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.70 Berdasarkan pasal 1 angka 

11 KUHAP, yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, 

yang dapat berupa sebuah pemidanaan bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang tersebut”.71 Dalam putusan tersebut terdapat beberpa 

jenis putusan diantaranya yaitu: 

1) Putusan Sela adalah putusan yang belum menyinggung mengenai 

pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Putusan sela 

adalah putusan yang bukan putusan akhir sebelum hakim 

memutuskan suatu perkara. Putusan sela harus diucapkan dalam 

persidangan dan hanya dilakukan dalam surat pemberitaan 

persidangan. 

2) Putusan akhir atau putusan bersifat final adalah putusan yang 

dijatuhkan atau diambil oleh hakim terhadap pokok perkara. Yang 

diputus disini berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan 

dikuatkan oleh alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung 

atau tidak mendukung dakwaan. 

                                                           
70 Ledeng Marpaung, Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), Hlm. 58.  
71 Eddy O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 10. 
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Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses 

beracara dimuka persidangan.  

C. Peradilan Etik  

Peradilan etik adalah suatu lembaga yang memiliki sistem untuk 

menangani pelanggaran etik oleh anggota profesi tertentu dalam hal ini 

peradilan berwenang memeriksa, mengadili, dan menghukum orang yang 

melanggar kode etik profesi.72 Proses pelembagaan peradilan etik di Indonesia 

tentu bukanlah hal yang mudah namun perlu melihat bagaimana cara dan 

motode untuk membangun peradilan etik itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman 

dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara repubik Indonesia. Salah 

satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di 

Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga 

UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan 

kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan 

peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan 

peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, 

yakni melaksanakan public service di bidang pemberian keadilan. UUD 1945 

sebagai peletak dasar rule of ethic dituntut untuk mampu mengakomodir 

pelembagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. 

Untuk melakukan konsolidsi terhadap Lembaga etik yang sudah ada, maka 

untuk itu pembentukan Lembaga Peradilan Etik hanya bisa dilakukan dengan 

dua cara yaitu sebagai berikut: 

1. Proses pembentukan suatu Lembaga negara atau peradilan etik bisa 

dibentuk melalui undang-undang. Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik 

dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengadili 

terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang 
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dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan 

memutuskan yang bersifat final dan mengikat. 

2. Pembentukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima 

UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur 

dalam konstitusi (constitutionally based power) sehingga menjadi organ 

penting konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara. 

Peradilan etik bertujuan untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik 

yang ada di pusat maupun yang berada di daerah. Peradilan etik ini perlu 

diperkenalkan dengan insfrastruktur etika. Insfrastruktur etika ini 

komplementer terhadap infrastruktur hukum.73 

1. Pengertian Kode Etik 

Kode etik merupakan aturan-aturan moral yang terkait dengan 

sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan 

membimbing para anggota mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan 

salah dalam suatu wadah organisasi. Isi kode etik sendiri bersifat lebih 

umum dan menyeluruh, sedangkan kode perilaku lebih konkrit dan 

operasional dalam memandu ke arah bentuk-bentuk perilaku praktis. 

Adanya Kode Etik itu dalam pengertian formalnya memuat aturan-aturan 

yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasi 

nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggota 

tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang 

baik dan apa yang buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan 

dalam sebuah organisasi. Kode Etik berisi seperangkat prinsip-prinsip 

umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat 

membimbing dari pada menekan suatu bentuk perilaku.74  

Pengertian kode etik profesi secara luas adalah sistem norma, nilai 

dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik 

dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi lahir dari lembaga atau 

                                                           
73 Harmoko M Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggaraan Negara Di Indonesia”, 

Jurnal Sasi, Vol. 27, No. 1, (2021), hlm. 48-49. 
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organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi 

seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Antara 

organisasi profesi yang satu dengan yang lainnya memiliki perumusan kode 

etik profesi yang berbeda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan 

wilayah berlakunya serta aturan yang ada di dalamnya. Pengemban profesi 

kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang 

fungsi kepolisian.75 

Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah serangkaian 

tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan yang 

berlaku, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan Sidang 

Komisi Kode Etik Polri, pemeriksaan sidang banding komisi kode etik 

kepolisian terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran 

KEPP dan Rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelangar atau 

tidak terbukti sebagai pelanggar.76 Kode Etik Profesi Polri sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

disingkat Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia terdiri dari 6 Bab dan 32 Pasal yang meliputi 6 

Pasal Norma tentang peraturan kewajiban dan 5 Pasal Norma tentang 

peraturan larangan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi 

dan kewenangannya. Sedangkan berkaitan dengan peraturan yang 

menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri 

Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari 11 Bab dengan 1 Pasal yang mengatur 

tentang tata cara pembentukan komisi Kode Etik, tugas wewenang dan 

kewajiban komisi, keanggotaan, mekanisme penanganan pelanggaran, hak 

dan kewajiban terperiksa, tata tertib, administrasi dan tata cara tentang 

pelaksanaan sidang tanpa kehadiran pelanggar. 

 

 

                                                           
75 Nestiti, Untung, Amiek, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik 

Kepolisian Republik Indonesi”. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, (2016). hlm. 8 
76 Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang 

Baik”. Jurnal Ilmiah Hukum Digantara, Vol. 10, No. 2, (2020). hlm. 22 
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2. Macam-Macam Etika Profesi Polri 

Macam-macam etika profesi polri dibagi menjadi 4 macam 

diantaranya yaitu: 

a. Etika Kepribadian 

Dalam etika kepribadian setiap anggota polri wajib.  

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati 

nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat 

murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud 

nyata amal ibadahnya. 

b. Etika Kenegaraan 

Dalam etika kenegaraan setiap anggota polri wajib. 

1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan 

konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram 

bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta 

menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna 

atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. 

5) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat 

negara dalam pelaksanaan tugas. 

6) Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara persatuan dalam 

kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

c. Etika kelembagaan 

Dalam etika kelembagaan setiap anggota polri wajib: 
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1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri. 

2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang 

dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan 

keahlian. 

3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat 

yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. 

4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. 

5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian 

d. Etika kemasyarakatan 

Dalam etika kemasyarakatan setiap anggota polri wajib:  

1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua 

warga negara. 

3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai 

kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat. 

4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman 

publik. 

5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. 

6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang 

diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di 

luar dinas.77 

3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi 

Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri (KEPP) secara internal kepolisian akan ditindak tegas 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran 

dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 14 

Tahun 2011, disebutkan “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang 
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dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun 

bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan dalam 

sidang komisi kode etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Sidang KKEP 

dilakukan terhadap Pelanggaran:78 

a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. 

b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri 

c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri. 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur 

tentang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 13 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri 

Yang Melakukan Pelanggaran. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri Yang Meninggalkan 

Tugas Atau Hal Lain. Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri Yang Sudah Dijatuhi 

Hukuman Disiplin Lebih Dari 3 (Tiga) Kali. 

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian 

yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sangat bervariasi, 

dimulai dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Adapun 

bentuk sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Perkapolri 

Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan: “Anggota Polri yang dinyatakan 

sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) 

dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: 

a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 
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b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 

Sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang 

dirugikan. 

c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 

minggu dan paling lama 1 bulan. 

d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 tahun. 

e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 tahun. 

f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 tahun. 

g. PTDH sebagai anggota Polri. 

D. Siya<sah Dustu<riyah 

1. Pegertian Siya<sah Dustu<riyah 

Kajian pembahasan mengenai ketatanegaraan atau perundang-

undangan menurut Islam, yaitu fiqih siya<<sah. Menurut abdul wahhab 

Khallaf bahwa secara umum siya<sah berarti mengatur dan membantu 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan. 

Dengan ini pembahasan fiqih siya<<<<<<<sah berupa peraturan perundang-

undangan yang menyangkut suatu pengaturan hubungan antar warga 

Negara dengan warga Negara lainnya maupun dengan lembaga Negara.79 

Adapun pembidangan dalam fiqih siya<sah, yaitu siya<<<sah dustu<riyah 

(undang-undang atau peraturan), siya<sah ma<liyyah (keuangan Negara) dan 

siya<sah dauliyyah (hubungan internasional).  

Siya<sah dustu<riyah merupakan kajian dari fiqih siya<<sah, dustu>riyah 

berasal dari kata “dustu<ri<” yang berasal dari bahasa Persia dengan arti 

“seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun 

agama”, kemudian dalam bahasa arab maka kata dustu<ri< yang secara istilah 
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berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama 

antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk 

tidak tertulis maupun tertulis (konstitusi).80 

Pembahasan siya<sah dustu<riyah mengenai perundang-undangan 

merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena sebagai bentuk 

pedoman guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan manusia serta 

sebagai bentuk output hubungan pemerintah dan rakyat mengenai hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi. Adapun yang menjadi sumber dari 

siya<sah dustu<riyah menurut H.A Jauzali, yaitu:81 

a. Al-Qur’an, meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan. 

b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksaan-

kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum. 

c. Kebijakan Khulafa’ al-Rasyidin, yaitu berhubungan dengan 

pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah memiliki corak 

dan model tersendiri dalam setiap kepemimpinannya, tetapi dengan 

tujuan yang sama. 

d. Ijtihad ‘Ulama, dalam hal ini berhubungan dengan kemaslahatan 

ummat karena dalam fiqih dustu<ri< bahwa hasil ijtimak ‘ulama sangat 

membantu dalam memahami semangat serta prinsip dari fiqih dustu<ri<. 

e. Adat kebiasaan, berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam suatu 

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan 

Hadits. 

2. Bidang Siyas<ah Dustu<riyah  

Fiqh siya<sah dustu<riyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih 

siya<sah dustu<<riyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu dalil-

dalil qauliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqaṣid syariah, dan 

semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak 
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akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil 

qauliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat 

serta aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya. Fiqh siya<sah dustu>riyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang 

diantaranya: 

a. Bidang siya<sah al-tasyri’iyah 

Siya<sah al-tasyri’iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu 

kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptkan dan menetapkan 

hukum. Istilah Siya>sah al-tasyri’iyah dipakai untuk menunjukkan salah 

satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur 

masalah kenegaraan yang terkait persolan ahlul halli wa al-aqdi, 

hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-

undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, 

serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam siya>sah al-tasyri’iyah 

adalah:82 

1) Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam. 

2) Masyarakat Islam yang kemudian melaksanakannya. 

3) Isi peraturran atau hukum yang relevan dengan nilai-nilai dasar 

syari’at Islam. 

Adapun tugas lembaga legislatif adalah yang pertama, dalam 

mengatur hal-hal yang ketentuannya ada di dalam nash al-Quran dan 

Sunnah. Kedua, melakukan pemikiran kreatif (ijtihad) terhadap 

permasalahan yang secara kongkrit tidak dijelaskan oleh nash. Mereka 

berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan 

yang timbul dan meyesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam 

nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-

undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan 
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zaman yang terus berjalan. Badan legislatif harus serta merta intens 

meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai 

dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga, dalam 

bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan 

pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber 

devisa dan anggaran pendapat serta belanja yang dikeluarkan negara 

kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.83 

b. Bidang siya<sah al-tanfidiziyyah 

Siya<sah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang 

meliputi persoalan imamah, bai’ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. 

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 

dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. 

Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem 

presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan 

kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan 

pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan 

perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila 

dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. 

Berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk 

mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa 

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari 

dosa dan pelanggaran. 

Tugas al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. 

Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut 

dengan hubungan antar negara. 
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c. Bidang siya<sah al-qad{ha’iyyah 

Siya<sah al-qad{ha’iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang 

mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk 

menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun 

pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang 

berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang 

menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang 

sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. 

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan 

kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan 

menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara 

serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di 

setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan 

lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-

hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham 

terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan 

pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi 

Negara tersebut. Tugas siya>sah al-qad{ha’iyyah adalah untuk 

mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat 

oleh lembaga legislatif. Peradilan sebagai lembaga yang menjalankan 

kekuasan kehakiman, terbagi menjadi tiga badan yaitu: 

1) Wilayah Al-qad{ha  

Yaitu lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan 

dalam menyelesaikan masalah antar sesama rakyat atau 

keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana, al-Qad{ha ini 

merupakan lembaga peradilan umum. Kekuasaan ini disebut dengan 

wilayah al-Qad{ha. 

2) Wilayah Al-hisbah 

Lembaga resmi negara yang diberi otoritas dalam 

menyelesaikan perkara ringan dan seharusnya tidak diselesaikan di 
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lembaga peradilan seperti pengurangan takaran, penimbunan, dan 

lainnya.84 Kekuasaan ini disebut wilayah al-Hisbah. Wilayah al-

Hisbah ini juga merupakan lembaga khusus untuk mengawasi 

pelaksanaan syari’at islam dan melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar.85 

3) Wilayah Al-mazhalim 

Wilayah al-mazalim merupakan lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang 

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta 

perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya 

adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan.86  

d. Bidang Siya<sah Iḍariyah 

Termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan 

kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak 

berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan 

anatara lain oleh: 

1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti 

yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap 

perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perubahan 

pemerintah, bahkan lebih konkrit lagi orang-orang yang diserahi 

tugas untuk menjelaskan pemerintah.87 Sedangkan para fuqaha atau 

ulama menitikberatkan perhatian dan penyidikannya kepada hal-hal 

praktis. 

                                                           
84 Mohamad Bagas Rio R, dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di 

Indonesia”, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan dan Studi Sosial, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 250. 
85 Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisnah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan 

Aceh”, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. III No. 01, 2018, hlm. 73. 
86 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII Press, 

2007), hlm. 273. 
87 Muctar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Bandung: Alumni, 1971), hlm 157. 
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2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, 

negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula 

pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan 

digunakan sebagai alat negara. 

3) Sedangkan ahli fiqh lebih tercurah perhatiannya kepada kepala 

negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang 

menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh 

kepala negara (imam). 

4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama 

yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah 

masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para 

fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala 

negara dn pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya. 

5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak 

mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur 

negara yang lainnya. 

Apabila dipahami penggunaan kata dustu<r sama dengan constitution 

dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, 

kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari 

kata dustu<r di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dustu<ri<, 

merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustu<r itulah tercantum 

sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan 

suatu negara, sebagai dustu<r dalam suatu negara sudah tentu suatu 

perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan dustu<r tersebut. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel 

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara 

pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak 

kedua pihak. Dalam sistem saling berhadapan ini, ada pihak terdakwa yang di 

belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat 

penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Kemudian terdapat 

saksi-saksi yang diajukan yaitu yang memberatkan terdakwa biasanya diajukan 

oleh penuntut umum, yang meringankan terdakwa biasanya diajukan terdakwa 

atau penasihat hukumnya, dan saksi ahli.88 

1. Kronologi Kasus 

Kronologi kasus yaitu awal mula peristiwa terjadi yang diuraikan 

berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara terkait dengan 

terjadinya tindak pidana, yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan 

dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan 

fakta secara obyektif mengenai tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut. 

Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP 

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik 

menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya 

melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana 

                                                           
88 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 64. 
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Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair. Kejadian 

tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi 

suatu peristiwa di rumah Terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang 

beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka 

Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

(selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban 

Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Saksi Kuat Ma’ruf, selanjutnya sekira 

pukul 19.30 Wib, Saksi Putri Candrawathi menelepon Saksi Richard Eliezer 

Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun kota 

magelang agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ricky 

Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi 

Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Saksi Ricky Rizal Wibowo 

mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang 

terjadi di Rumah, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi 

Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Candrawathi yang sedang 

tiduran dengan berselimut di atas Kasur. Saksi Ricky Rizal Wibowo pada 

saat itu terjadilah dugaan dimana korban melakukan tindakan yang tidak 

pantas terhadap saksi Putri yang kemudian saksi Putri didesak agar 

menghubungi terdakwa oleh saksi Kuat Ma’ruf yang pada saat itu terdakwa 

Ferdi Sambo sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 

Juli 2022 selanjutnya sekitar pukul 10:00 WIB  saksi Putri menceritakan 

semua kejadian yang dia alami sehingga terdakwa bertindak untuk pergi ke 

Jakarta karena ditakutkan berita tersebut di dengar oleh orang lain 

mengingat rumah yang berada di Magelang tersebut kecil dan mengajak 

beberapa saksi lain untuk ikut dalam perjalanan guna berjaga-jaga dan ikut 

mendukung suasana pada saat di Jakarta, mereka pergi ke Jakarta dengan 

menggunakan 2 unit mobil.  

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta 

berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu 

Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No. 29. Dalam perjalanan 

menuju ke Jakarta, Saksi Putri Candrawathi berinisiatif untuk test PCR jika 
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nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang 

Lumiu untuk memesan test PCR, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang 

Lumiu menanyakan kepada Saksi Putri Candrawathi terkait lokasi test PCR, 

lalu Saksi Putri Candrawathi menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di 

kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi Putri 

Candrawathi yang menghendaki diadakan test pcr tersebut di Saguling saja. 

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Ferdy sambo pulang 

dari kantor Mabes polri dalam keadaan marah dan masuk melalui pintu grasi 

dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 sembari menunggu rombongan 

saksi Putri. Setelah rombongan saksi Putri datang terdakwa Ferdy Sambo 

langsung bertemu dengan saksi Putri di depan ruangan kamar utama untuk 

menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, pada saat itu amarah 

terdakwa terpancing dan memanggil saksi Ricky untuk menanyakan 

kejadian tersebut kembali dan menyuruh saksi Ricky untuk menembak 

korban tetapi ditolak oleh saksi Ricky dengan alasan tidak kuat mental yang 

pada akhirnya perbuatan menembak tersebut dialihkan kepada saksi 

Richard yang sedang berada di lantai 1 akan tetapi hal tersebut tidak 

dibantah oleh saksi Ricky walaupun saksi Ricky mengetahui niat terdakwa 

yang ingin merampans nyawa korban Nofriansyah.  

Selanjutnya saksi Richard bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo 

dan terdakwa mengutarakan niat jahatnya yang dibalas setuju dan bersedia 

melakukan aksi penembakan tersebut oleh saksi Richard  dan 

menyampaikan jika ada orang yang bertanya maka akan dijawab bahwa 

saksi Richard sedang melakukan Isolasi Mandiri dengan penembakan 

menggunakan senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 beisi 9 peluru 

mm milik saksi Richard. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menyusun 

skenario bahwa untuk perampasan nyawa jorban Nofriansyah akan 

dilakukan di rumah dinas Duren Tigan No. 46, Untuk meminimalisir 

perlawanan korban Nofriansyah ketika rencana jahat tersebut diamankan 

maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu 

terdakawa Ferdy Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata 
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milik korban yang berada di dalam mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH 

untuk diserahkan kepada terdakwa Ferdy Sambo yang pada saat itu telah 

bersiap-siap untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan 

menggunakan sarung tangan berwarna hitam. 

Sekitar jam 17:07 rombongan terdakwa, telah sampai di rumah 

Duren Tiga. Selanjutnya pada saat Saksi Kuat berada di lantai dua, Saksi 

Richard juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun 

bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari 

rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa 

berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan 

perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah sedangkan Saksi Ricky 

yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam 

rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk 

mengawasi keberadaan Korban Nofriansyah yang sedang berdiri di taman 

halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban Nofriansyah tidak 

kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi Ricky sekurang-

kurangnya dapat memberitahu Korban Nofriansyah namun saksi Ricky 

tetap tidak memberitahu apa yang akan terjadi terhadap korban 

Nofriansyah. 

Bahwa sekitar pukul 17:08 terdakwa Ferdy Sambo akan merampas 

nyawa korban Nofriansyah berangkat dengan saksi Adzan selaku ajudan 

menuju rumah dinas Duren Tiga dan pada pukul 17:10 sampailah terdakwa 

Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga beserta dengan ajudan yang 

mendampinginya. Selanjutnya pada pukul 17:12 WIB saksi Kuat dengan 

senjata berupa pisau di dalam tas selempangnya guna berjaga-jaga apabila 

ada perlawanan dari korban Nofriansyah diperintahkan untuk memanggil 

saksi Ricky dan korban Nofriansyah agar segera menggadap terdakwa 

Ferdy Sambo. Saksi Kuat ikut serta masuk kedalam mengawal korban 

Nofriansyah. 

Sesampainya diruang tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdy 

Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah, pada saat itu 
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terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban 

Nofriansyah lalu mendorongnya ke depan sehingga posisi korban 

Nofriansyah tepat berada di depan tangga dengan berhadapan dengan 

terdakwa Ferdy Sambo dan saki Richard yang berada di samping kanan 

terdakwa Ferdy Sambo sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang 

terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Ricky dalam posisi bersiaga untuk 

melakukan pengamanan bila korban Nofriansyahmelakukan perlawanan, 

sedangkan saksi Putri berada di kamar utama yang berjarak kurang lebih 3 

meter dari posisi korban Nofriansyah, kemudain terdakwa Ferdy Sambo 

meminta korban Nofriansyah untuk berjongkok sambil mengangkat kedua 

tangannya menghadap kedepan sejajar dengan dada dan sempat mundur 

sedikit sebagai tanda menyerah dan sempat bertanya akan keadaan pada saat 

itu namun dihiraukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang malah 

memerintahkan saksi Richard untuk segera menembak korban Nofriansyah. 

Sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecipung dalam dunia 

hukum tidak melakukan hal tersebut yang tanpa penjelasan dari pihak 

korban terlebih dahulu.  

Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdy Sambo lalu saksi 

Richard dengan pikiran tenang dan matang mengetahui bahwa menembak 

dapat merampas nyawa korban Nofriansyah langsung mengarahkan senjata 

api Glock-17 ke tubuh korban Nofriansyah dan menembaknya sebanyak 3 

atau 4 kali hingga tubuh korban Nofriansyah terjatuh dan terkapar 

mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka 

tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga 

menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian 

belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak 

masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas 

kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang 

rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak 

masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke 
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pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan 

jari kelingking tangan kiri dan terdakwa Ferdy sambo yang turut serta 

menembak tepat dibagian belakang kepala korban Nofriansyah. 

Selanjutnya terdakwa Ferdy sambo dengan akal liciknya untuk 

menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa 

terdakwa Ferdy Sambo menembak kerah dinding diatas tangga beberapa 

kali dan kearah tembok diatas TV, selanjutnya senjata api HS No seri 

H233001 tersebut diletakan di tangan kiri korban Nofriansyah dengan 

tujuan seolah-olah telah terjadi pristiwa tembak menembak. Bahwa dengan 

akal liciknya Terdakwa Ferdy Sambo sebagai seorang dengan kedudukan 

sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan 

Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan 

Korban Nofriansyah dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada 

di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa Ferdy Sambo sebagai 

seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang 

mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan 

tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan 

jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya terdakwa Ferdy Sambo justru 

menunjukkan perilaku yang tidak terpuji. 

Bahwa pada tanggal 09 juli 2022 terdakwa Ferdy Sambo kembali 

melakukan cara licik dengan menyuruh saksi Putri selaku istri terdakwa 

Ferdy Sambo agar membuat laporan polisi nomor: 

LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRESMETROJAKSEL/POLDA METRO 

JAYA.  atas nama pelapor Putri Candrawathi dan terlapor Nofriansyah 

Yosua Hutabarat dengan keterangan pelecahan di rumah Duren Tigan No 

46. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdy Sambo berada 

di ruang kerja di rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan 

Handy Talkie memanggil saksi Richard, saksi Kuat dan saksi Ricky yang 

kemudian terdakwa Ferdy Sambo memberikan amplop warna putih yang 

berisikan mata uang asing (dollar) kepada saksi Kuat dan saksi Ricky 

dengan nominal masing-masing Rp. 500.000.000.00 sedangkan saksi 
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Richard dengan nominal Rp. 1.000.000.000.00 kemudain terdakwa 

memberikan handphone merk Iphone 13 Pro Max akan tetapi semua itu 

diambil kembali hingga hondisi sudah aman. Semua saksi menyadari 

sepenuhnya dan tidak menolak sedikitpun atas hadiah yang telah diberikan 

oleh terdakwa Ferdy Sambo.89 

2. Pertimbangan Hakim 

Dalam memutus perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Dengan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hakim di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan menggunakan pertimbangan diantaranya sebagai berikut. 

Setelah Penulis cermati terdapat 2 pertimbangan hakim mengenai 

dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum yaitu 

a. Dakwaan Kesatu primair yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Serta dakwaan Subsider yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Dakwaan ke 2 primair pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 233 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Serta dakwaan subsidair yaitu pasal 48 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-

                                                           
89 Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel 
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Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana.  

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan 

kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidaritas atau alternatif maka 

majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair 

pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Setiap orang, menimbang bahwa “Setiap Orang” adalah unsur pelaku 

atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata “setiap 

orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat 

menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “setiap orang” (Natuurlijk 

person) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana 

dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b 

KUHAP dan telah disebutkan atau diuraikan oleh Penuntut Umum dalam 

surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu 

Terdakwa Ferdy Sambo. Menimbang bahwa mengenai unsur “ Setiap 

Orang “ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai 

orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum 

dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian 

apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, 

menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inhaerent 

pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. 

b. Dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa 

bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan 

sederhana jika akibat ini tidak ada. Menimbang bahwa dari rangkaian 

fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut dapat diketahui bahwa 

didahului dengan cerita Terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa 

penembakan di Duren Tiga, maka skenario yang telah dibuat sebagai 

bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansyah Yoshua 

Hutabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik pada waktu 

pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP diatas, dikatakan oleh 

Terdakwa pada saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah 
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selesai, dimana Terdakwa pada waktu itu mobil Terdakwa sudah berjalan 

lagi akan tetapi ditelpon oleh Putri Candrawathi yang mengatakan ada 

kejadian tembak menembak lalu Terdakwa datang ke rumah selanjutnya 

mengamankan Putri Candrawathi. Menimbang bahwa mengenai dan 

berkaitan dengan pembahasan unsur ”dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum” apakah pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah 

atau dalam satu rangkaian pembuktian, hal tersebut telah Majelis Hakim 

pertimbangkan berdasarkan pendapat doktrin sebagaimana termual pada 

awal pembahasan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih 

lanjut. 

c. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem 

elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja 

sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 

sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 

tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan 

dan menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa dalam 

mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih 

pembuktian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” 

serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu 

mempertimbangkan unsur tersebut. 

d. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, 

Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara 

defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya 

menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Seseorang mempunyai 

kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia 

mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut 

dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain 

membantu melaksaankan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa 



62 
 

 
 

dalam tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan unsur 

subjektif. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP ada 4 golongan yang 

dapat dipidana sebagai pembuat yaitu pelaku, penyuruh melakukan, turut 

serta dan menganjurkan. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan 

unsur ini, maka majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur ke-2 

dan ke-3 pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan 

dalam mempertimbangkan unsur selanjutnya. 

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas, Majelis 

Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang 

mengemukakan jika perintah Terdakwa yang disertai ancaman tersebut 

dimaknai oleh Penuntut Umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur 

“turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP maka surat tuntutan Penuntut Umum tersebut memiliki 

kekosongan hukum, sehingga Penasihat Hukum menganggap unsur ini tidak 

terbukti menurut hukum. 

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh 

Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah diberikan 

pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim pada waktu membuktikan 

unsur ini, dimana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah 

dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana Nota 

pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut untuk dikesampingkan. 

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur diatas, maka 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana: melanggar ketentuan Pasal 340 

KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, DAN melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat 

alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 
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dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa 

haruslah dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan maupun yang meringankan. 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak 

terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang untuk mengeluarkan 

Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b 

KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam 

tahanan. 

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan 

Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 08 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta 

peraturan hukum lain yang bersangkutan. 

3. Amar Putusan 

Menurut M. Yahya Harahap, amar atau diktum putusan merupakan 

pernyataan (declaration) yang berkenaan dengan status dan hubungan 

hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan serta berisi 

perintah atau penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak 

yang berperkara. Maka dari itu, amar putusan harus jelas dan ringkas 

perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.90 

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majlis 

hakim meliputi Wahyu Imam Santoso, S.H., M.H selaku hakim ketua 

persidangan dan hakim anggota yang terdiri atas dua (2) orang yaitu Morgan 

Simanjuntak, S.H., M.H dan Alimin Ribut Sujono, S.H., H.M dibantu 

dengan Panitera Pengganti bernama Aprisno, S.H., M.H dan Octa 

Andrianto, S.H., M.H. Majlis hakim memutus dan mengadili perkara 

                                                           
90 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 

23. 
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terdakwa tersebut dengan menggunakan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, 

Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang 

bersangkutan yaitu sebagai berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut 

Serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan 

tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana 

mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan 

kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum. 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 

pidana: MATI. 

c. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. 

d. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. 

e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.  

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum 

di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari kamis tanggal 9 Februari 

2023 oleh Majlis Hakim Wahyu Imam Santoso, S.H., M.H selaku hakim 

ketua persidangan dan hakim anggota yang terdiri atas dua (2) orang yaitu 

Morgan Simanjuntak, S.H., M.H dan Alimin Ribut Sujono, S.H., H.M, 

diabantu oleh panitera pengganti serta dibantu oleh Rudi Irawan, S.H., M.H. 

dkk. Sebagai penutut umum dari Kejaksaan Agung RI dan dihadiri oleh 

penasihat hukum kedua belah pihak.91 

 

 

                                                           
91 Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel 

 



65 
 

 
 

B. Sidang Etik Nomor KKEP/74/VIII/2022 

1. Pelanggaran Yang Dilakukan 

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri 

dan sudah menjalani sidang komisi kode etik Polri, pada akhirnya akan 

mendapatkan sanksi dari putusan sidang komisi kode etik Polri. Sanksi 

tersebut dapat berupa sanksi disiplin maupun sanksi administrasi. Anggota 

Polri yang melakukan tindak pidana, proses penegakan kode etik profesi 

Polri akan dilaksanakan melalui sidang KKEP setelah tindak pidana tersebut 

perkaranya sudah diputuskan dalam sidang pengadilan negeri yang 

berwenang. Mengenai pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri diatur 

dalam Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.92 Data 

yang dimaksud adalah salinan putusan sidang komisi kode etik Polri 

terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pembunuhan 

berencana. Akan tetapi, data asli putusan kode etik tersebut tidak diperoleh 

oleh penulis. Penulis hanya mendapatkan dari sumber-sumber penelitian 

terdahulu terkait dengan hasil putusan sidang komisi kode etik Polri sesuai 

kebutuhan dengan data penulis, dan kemudian akan dicantumkan 

berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Putusan sidang komisi kode 

etik Polri tersebut memang sudah ada, tetapi data tersebut merupakan 

rahasia kepolisian, maka tidak dapat dipublikasikan termasuk memberikan 

salinan putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut kepada 

penulis. 

Putusan sidang komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 angka 26 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Putusan 

Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang 

dibacakan pada persidangan.” Putusan sidang KKEP merupakan putusan 

sidang penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah 

terbukti melakukan pelanggaran KEPP melalui sidang komisi kode etik 

                                                           
92 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi 

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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profesi Polri. Adapun Isi dari putusan sidang komisi kode etik Polri, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, 

disebutkan bahwa “Putusan Sidang KKEP sekurang-kurangnya memuat 

waktu dan tempat putusan, identitas perangkat Sidang dan Pelanggar, materi 

persangkaan, fakta persidangan, materi tuntutan atau petitum, materi 

pembelaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. 

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri ini merupakan upaya 

penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah diduga 

melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Mengenai identitas terduga 

Pelanggar kode etik profesi Polri, bahwa terduga Pelanggar kode etik 

profesi Polri ialah Irjen Ferdy Sambo Dia memiliki jabatan dalam Polri 

sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan (KadivPropam).  

2. Putusan Yang Ditetapkan 

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri yang dilaksanakan di 

Mabes Polri terhadap Ferdy Sambo seorang Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan tindak pidana 

telah selesai melewati beberapa tahap sidang komisi kode etik Polri. Adapun 

tahap sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang terakhir ialah pembacaan 

amar putusan oleh komisi kode etik Polri. Selanjutnya komisi kode etik 

Polri (KKEP), setelah memperhatikan materi persangkaan dari Penuntut, 

setelah memperhatikan fakta persidangan, setelah memperhatikan materi 

tuntutan dari Penuntut, setelah memperhatikan pembelaan dari Pendamping 

terduga Pelanggar, setelah memperhatikan pertimbangan hukum, 

menjatuhkan putusan terhadap Ferdy Sambo seorang Anggota Polri sebagai 

terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP). Terkait dengan amar 

putusan dalam sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga Pelanggar, 

sebagaimana kutipan dalam putusan sidang KKEP terhadap Ferdy Sambo, 

bahwa komisi kode etik Polri (KKEP), memutuskan. 

a. Menetapkan Terduga Pelanggar atas nama Ferdy Sambo terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar pasal Pasal 13 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri 
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Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 8 huruf b Jo Pasal 8 huruf c angka 1 

Jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Jo Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo Pasal 11 ayat 

(1) huruf b Jo Pasal 13 huruf m Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Kode etik Profesi dan Komisi Etik Polri. 

b. Menjatuhkan sanksi  

1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 

2) Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai 

Anggota Polri.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Kriminalitas Indonesia, “Daftar Putusan Etik Di Pusaran Kasus Yosua”, 

Https://Www.Dw.Com/Id. 2022, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN 

Jkt.Sel Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022. 

Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji Hubungan Peradilan Etik dan 

Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan kasus 

pada Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan Putusan Etik 

Nomor: KKEP/74/VIII/2022. Adapun definisi dari hubungan adalah sesuatu 

yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan 

saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma 

hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada 

kegiatan yang lain.94 Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai 

suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu 

obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. 

Dalam konteks kelembagaan hubungan kelembagaan mengacu pada pola dan 

hubungan kelembagaan yang mengikat pada norma, nilai dan kepentingan 

bersama. 

Sebelum penulis membahas Hubungan Peradilan Etik dan Peradilan 

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022. 

Perlu dipahami terlebih dahulu tentang kedua lembaga peradilan tersebut. 

Peradilan Etik seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya peradilan etik 

adalah suatu lembaga yang memiliki sistem untuk menangani pelanggaran etik 

oleh anggota profesi tertentu dalam hal ini peradilan berwenang memeriksa, 

mengadili, dan menghukum orang yang melanggar kode etik profesi.95 

Lembaga peradilan etik adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara 

                                                           
94 Tams Jayakusuma, Metode Penelitain dan Aplikasinya (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm. 25. 
95 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi, hlm. 105. 
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pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.96 Lembaga peradilan 

etik hanya bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu proses pembentukan suatu 

lembaga negara atau peradilan etik bisa dibentuk melalui undang-undang. 

Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara 

yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara 

negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi 

dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat serta 

pemebentukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima 

UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur 

dalam konstitusi sehingga menjadi organ penting konstitusi dalam mengawal 

etik dan perilaku pejabat negara. Peradilan etika bertujuan untuk mengontrol 

prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah. Peradilan etik 

ini perlu diperkenalkan dengan insfrastruktur etika. Insfrastruktur etika ini 

komplementer terhadap infrastruktur hukum.97 

Dalam hal pokok sengketa yang penulis analisis ialah putusan Etik 

Nomor: KKEP/74/VIII/2022. Kasus yang terjadi dalam putusan tersebut 

merupakan kasus terkait seorang anggota kepolisian republik Indonesia yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu terdakwa Ferdy Sambo 

terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang juga merupakan anggota 

Kepolisian Republik Indonesia. Anggota polri yang telah diduga melakukan 

pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP) secara internal kepolisian akan 

ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. 

Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, sebagaimana telah penulis paparkan di bab 

sebelumnya disebutkan bahwa “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun 

bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan sidang Komisi 

Kode Etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) mengenai 

                                                           
96 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia.  
97 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 
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ketentuan yang ada dalam pasal 19 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, 

selanjutnya akan penulis uraikan secara singkat. Pasal 12 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan tindak 

pidana. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 

mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya 

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang 

Anggota Polri yang meninggalkan tugas atau hal lain. Adapun Pasal 13 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri 

yang sudah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali. Mengenai bentuk 

sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota Polri terduga pelanggar kode etik 

profesi polri sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 

Tahun 2011. 

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini dijadikan sebagai pedoman bagi 

Anggota Polri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya agar tetap berada 

dalam batas-batas etika kepolisian. Adapun bentuk-bentuk dari etika 

kepolisian, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, 

dan etika kepribadian. Meskipun terdapat Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, 

namun dalam prakteknya masih ada oknum-oknum Anggota Polri yang 

melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), baik itu pelanggaran 

disiplin, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, bahkan ada yang sampai 

melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa Ferdy Sambo telah 

melanggar etika kelembagaan pasal 13 ayat 1 huruf b, ayat 2 huruf a dan b, 

pasal 4 huruf d, pasal 14 huruf c dan d Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) . 

Berdasarkan peraturan yang ada dalam kepolisian, secara internal 

kepolisian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). 

Penindakan dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap 

Ferdy Sambo dengan melaksanakan proses sidang kode etik oleh komisi kode 

etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Perkapolri Nomor 14 

Tahun 2011, adapun yang dimaksud dengan komisi kode etik Polri (KKEP) 
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sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6), disebutkan “Komisi Kode Etik Polri 

yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di 

lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam 

persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.98” Pada 

prinsipnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan penindakan 

terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Hal ini 

sebagai bentuk penegakan hukum guna menciptakan ketertiban di dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan demikian meskipun Ferdy Sambo juga 

Anggota Polri, terhadap dirinya tetap dilakukan penindakan dan diproses 

hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena atas perbuatannya telah 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bagaimanapun juga tidak dapat 

dikesampingkan bahwa Ferdy Sambo merupakan anggota kepolisian yang 

mana salah satu tugas dari kepolisian ialah menegakkan hukum. Tindak pidana 

pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini tentunya sangat 

disayangkan mengingat dirinya ialah seorang Polisi yang menduduki jabatan 

tinggi di kepolisian yaitu sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan 

Keamanan), dan sekaligus hal ini dapat menciderai nama baik instansi 

kepolisian. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tidak 

dilakukan penindakan secara internal kepolisian, maka dapat mengakibatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian menjadi berkurang.  

Adapun dalam proses pemeriksaan yang mana dalam tindak pidana 

yang dilakukan oleh anggota polisi. Proses pemeriksaan yang yang dimaksud 

secara jelas dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 

tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia bahwa “pemeriksaan terhadap anggota republik 

indonesia dalam rangka penyidik dilakukan dengan memperhatikan 

kepangkatan” yaitu sebagai berikut: 

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat 

serendah-rendahnya Bintara. 

                                                           
98 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 



72 
 

 
 

2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat 

serendah-rendahnya Bintara. 

3. Perwira diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat 

serendah-rendahnya Bintara. 

4. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia 

berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama. 

5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia 

berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah. 

Sedangkan untuk masyarakat umum yang berwenang untuk melakukan 

penyidikan ialah polisi yang dalam pengertiannya penyidik adalah pejabat 

polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Pada putusan sidang Komisi Kode Etik tersebut terdakwa Ferdy Sambo telah 

ditetapkan melanggar pasal Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Jo Pasal 8 huruf b Jo Pasal 8 huruf c ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Jo 

Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo Pasal 11 ayat (1) huruf b Jo Pasal 13 huruf m 

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi 

Etik Polri dan menjatuhkan sanksi berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan 

sebagai perbuatan tercela serta rekomendasi diberhentikan tidak dengan 

hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.99 

Berdasarkan uraian di atas terdakwa Ferdy Sambo dikenakan sanksi 

pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut pasal 12 ayat (4) Kode 

Etik Profesi Polri hal tersebut merupakan sanksi administrasi yang dikenakan 

pada anggota polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi 

polri (KEPP). Sanksi administrasi merupakan sanksi yang apabila tingkat 

pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk kedalam kualifikasi 

berat dan dilakukan berulangkali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi 

                                                           
99 Kriminalitas Indonesia, “Daftar Putusan Etik Di Pusaran Kasus Yosua”, 

Https://Www.Dw.Com/Id. 2022, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31. 

https://www.dw.com/id
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dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi atau fungsi kepolisian. 

Adapun sanksi administrasi diantaranya yaitu: 

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda. 

2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda. 

3. Pemberhentian dengan hormat. 

4. Pemberhentian tidak dengan hormat. 

Pelaksanaan sidang komisi kode etik polri (KKEP) terhadap Ferdy 

Sambo terdapat kekeliruan yaitu sidang komisi kode etik dilaksanakan terlebih 

dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang komisi 

kode etik Polri akan menjadi cacat hukum dan membuat putusan yang 

dikeluarkan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sedangkan jika sanksi 

administrasi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa 

rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut 

diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan 

pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena hasil putusan dari 

peradilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses 

sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sehingga menurut penulis dengan 

dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) oleh Mabes Polri 

terhadap Ferdy Sambo, dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri 

(KKEP) tersebut belum sesuai dengan tata kerja komisi kode etik Polri dan 

belum sesuai dengan ketentuan yang diterapkan semua hal tersebut belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik serta belum sesuai dengan Perkapolri Nomor 

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 

Selanjutnya penulis menganalisis Peradilan Pidana, Peradilan pidana 

adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. 

Proses peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan yang erat antara 

lembaga-lembaga penegak hukum atau dengan kata lain membuktikan adanya 

suatu sistem peradilan. Peradilan tersebut berada di bawah kendali yudisial 

menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata, hukum pidana, tata 

usaha negara, dan sebagainya. Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk 
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mencegah konflik kriminal. Ketika kita berbicara tentang pencegahan 

kejahatan, maksudnya adalah untuk mengendalikan hal tersebut agar tidak 

melebihi tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.100 

Dalam hal pokok sengketa bahwa, putusan yang penulis analisis 

sebagai kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel kasus yang terjadi dalam putusan tersebut 

merupakan kasus yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang telah 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah 

Yosua Hutabarat dengan menggunakan senjata api merk Glock 17 Nomor Seri 

MPY851. Dalam putusan ini Ferdy Sambo didakwa dengan dakwaan primair 

pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 338 jo 

pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, 

pembuktian, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa atau 

Penasihat Hukum Terdakwa, fakta persidangan, dan pertimbangan Hakim. 

Terdakwa Ferdy Sambo pada saat sebelum melakukan tindak pidana 

telah merencanakan pembunuhan sebelumnya untuk membunuh korban 

Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memutuskan kehendak untuk membunuh 

yang diputuskan dengan tenang. Ferdy Sambo sempat mengatakan kepada 

saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa korban Nofiansyah Yosua 

Hutabarat harus mati dan memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang 

Lumiu untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Jika saksi 

Richard Eliezer Pudihang Lumiu membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat 

maka Ferdy Sambo akan menjamin saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu 

aman, kemudian Ferdy Sambo merencanakan bagaimana skenario yang 

dibuatnya agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Ferdy Sambo 

kemudian mengambil amunisi untuk diberikan kepada saksi Richard Eliezer 

Pudihang Lumiu beserta senjata Glock 17. Hingga sesampainya ditempat 

kejadian perkara, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintahkan oleh 

Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak 

                                                           
100 Rocky Marbun, System Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 32. 
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3 kali. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ditunjukan 

kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan motif rasa sakit hati atas 

perlakuan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang telah melecehkan 

istrinya pada saat di Magelang. Karena tidak adanya alasan pemaaf atau alasan 

pembenar, majelis hakim memutus dan mengadili perkara terdakwa Ferdy 

Sambo tersebut dengan putusan yang menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, 

S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” dan 

“tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja 

sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana 

dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum, 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: 

MATI, memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan, menetapkan 

barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, membebankan biaya perkara kepada Negara.  

Di Indonesia secara umum ketentuan terkait pidana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan KUHP bentuk pidana secara 

umum sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok yang diantaranya yaitu pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kemudian pidana 

tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- 

barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.101 Sehingga menurut analisis 

penulis berdasarkan uraian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 

terdakwa Ferdy Sambo terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan 

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, pidana mati, pidana penjara dan pidana denda yang 

dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Hal ini karena 

pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, dan atas 

                                                           
101 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 122. 



76 
 

 
 

meninggalnya korban menyebabkan keluarga korban merasakan luka yang 

mendalam serta tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem 

elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara 

bersama-sama. Pidana yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo sudah memenuhi nilai keadilan dan 

kepastian hukum serta sesuai dengan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 

08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Adapun proses yang dilakukan dalam penyelesaian perkara ini yaitu 

meliputi: 

1. Penyelidikan, penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi republik Indonesia 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 

penyelidikan.102 Dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh Tim Khusus 

(Timsus) Polri yang dibentuk oleh kepala kepolisian negara republik 

Indonesia yaitu Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. 

2. Penyidikan, yang dilakukan oleh pejabat polisi republik Indonesia atau 

pejabat PNS tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyelidikan.103 Dalam hal ini penyelidikan dilakukan 

oleh tim penyidik yang diketuai oleh Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi.  

3. Penuntutan oleh Penuntut Umum, tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam 

hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini dengan 

pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.104 Dalam hal ini yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu Rudi 

Irawan, S.H., M.H. dkk dari Kejaksaan Agung RI. 

                                                           
102 Eddy, O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 23.  
103 Eddy, O. S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, hlm. 23.  
104 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7. 
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4. Pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan yaitu penentuan hari, 

pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan perkara singkat dan pemeriksaan 

perkara cepat. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan berupa 

pemeriksaan biasa karena tindak pidana yang merupakan pembutiannya 

mudah akan tetapi penerapan hukumnya tidak mudah. 

5. Pembuktian, ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 

tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang pembuktian kesalahan 

yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti sebagai dasar pertimbangan 

hakim dalam putusan nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. memuat 

keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta 

adanya penambahan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan. 

Dalam hal ini terdapat beberapa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum sebanyak 59 saksi dan saksi ahli sebanyak 15 kemudian saksi yang 

meringankan diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebanyak 3 saksi 

dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa 

Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan 

untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan. Atas keterangan saksi, 

ahli dan barang bukti yang diajukan tersebut maka hal ini dikatakan sebagai 

petunjuk. 

6. Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang 

pengadilan. Dalam putusan ini majelis hakim telah memutus terdakwa 

Ferdy Sambo dengan menyatakan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Turut Serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan 

tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana 

mestinya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan 

Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 

pidana: MATI, memerintahkan tedakwa tetap berada di dalam tahanan, 

menetapkan bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 

796/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel dan membebankan biaya perkara pada Negara. 
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Berdasarkan uraian proses persidangan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa proses persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo telah sesuai dengan 

yang diterangkan Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

Kemudian dalam putusan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana 

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana telah penulis paparkan 

bahwa unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 

dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 

pelaku serta unsur objektif yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 

dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian 

objektif disini adalah tindakannya.105 Dalam unsur objektif tindakan si pelaku 

harus berdasarkan pada unsur-unsur yang diterapkan pada pasal 340 KUHP 

tentang pembunuhan berencana, yang memuat beberapa unsur di dalamnya 

yaitu diantaranya:106 

1. Unsur Barang Siapa 

Maksud dari barang siapa ialah menunjuk kepada manusia sebagai 

subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa 

saja melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam Pasal 340 KUHP ini, unsur 

“barang siapa” ialah Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun107 yang kemudian konteks dalam 

perkara ini yakni terdakwa Ferdy Sambo merupakan orang yang dimaksud 

disini adalam manusia dan Ferdy Sambo telah memenuhi unsur sebagai 

subjek hukum yaitu pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana. 

 

                                                           
105 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, hlm.175. 
106 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm.62. 
107 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm.62. 
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2. Dengan Sengaja 

Unsur dengan sengaja dalam hal ini dapat diorientasikan sebagai 

kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap 

perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang dapat ditimbulkannya.108 

Berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut dapat 

diketahui bahwa didahului dengan cerita Terdakwa untuk membuat alibi 

terkait peristiwa penembakan di Duren Tiga, maka skenario yang telah 

dibuat sebagai bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansyah 

Yoshua Hutabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik pada 

waktu pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP diatas, serta didukung 

dengan bukti-bukti yang di hadirkan di persidangan sebagaimana tercantum 

dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.  

3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu 

Unsur dengan rencana terlebih dahulu artinya terdapat waktu jeda 

antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya 

perencanaan secara sistematis terlebih dahulu yang kemudian diikuti 

dengan tindakannya.109 Adapun rencana pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh terdakwa yaitu kejadian perencanaan tersebut bermula 

ketika saksi putri candrawathi menceritakan kronologi yang dia alami 

selama di magelang, pada saat itu amarah terdakwa terpancing dan 

memanggil saksi ricki rizal wibowo untuk menanyakan kejadian dan 

menembak korban akan tetapi ditolak oleh saksi ricky akan tetapi hal 

tersebut ditolak oleh saksi ricky dengan alas an tidak kuat mental yang pada 

akhirnya perbuatan menembak tersebut dialihkan kepada saksi Richard 

yang beurjung dibalas setuju dan bersedia melakukan penembakan dan 

menyampaikan jika ada orang yang bertanya maka akan dijawab bahwa 

saksi Richard sedang melakukan Isolasi Mandiri. 

                                                           
108 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm.62. 
109 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm.62. 
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Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menyusun skenario bahwa untuk 

perampasan nyawa jorban Nofriansyah akan dilakukan di rumah dinas 

Duren Tigan No. 46, Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah 

ketika rencana jahat tersebut diamankan maka harus dipastikan korban 

dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu terdakawa Ferdy Sambo 

meminta saksi Richard untuk mengambil senjata milik korban yang berada 

di dalam mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH untuk diserahkan kepada 

terdakwa Ferdy Sambo yang pada saat itu telah bersiap-siap untuk 

merampas nyawa korban Nofriansyah dengan menggunakan sarung tangan 

berwarna hitam. Sekitar jam 17:07 rombongan terdakwa, telah sampai di 

rumah Duren Tiga. Selanjutnya pada saat Saksi Kuat berada di lantai dua, 

Saksi Richard juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun 

bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari 

rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa 

berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan 

perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah sedangkan Saksi Ricky 

yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam 

rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk 

mengawasi keberadaan Korban Nofriansyah yang sedang berdiri di taman 

halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban Nofriansyah tidak 

kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi Ricky sekurang-

kurangnya dapat memberitahu Korban Nofriansyah namun saksi Ricky 

tetap tidak memberitahu apa yang akan terjadi terhadap korban 

Nofriansyah. Bahwa sekitar pukul 17:08 terdakwa Ferdy Sambo akan 

merampas nyawa korban Nofriansyah berangkat dengan saksi Adzan selaku 

ajudan menuju rumah dinas Duren Tiga dan pada pukul 17:10 sampailah 

terdakwa Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga beserta dengan ajudan yang 

mendampinginya. Selanjutnya pada pukul 17:12 WIB saksi Kuat dengan 

senjata berupa pisau di dalam tas selempangnya guna berjaga-jaga apabila 

ada perlawanan dari korban Nofriansyah diperintahkan untuk memanggil 

saksi Ricky dan korban Nofriansyah agar segera menggadap terdakwa 
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Ferdy Sambo. Saksi Kuat ikut serta masuk kedalam mengawal korban 

Nofriansyah. Sesampainya diruang tengah dekat meja makan, terdakwa 

Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah, pada 

saat itu terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang 

korban Nofriansyah lalu mendorongnya ke depan sehingga posisi korban 

Nofriansyah tepat berada di depan tangga dengan berhadapan dengan 

terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan 

terdakwa Ferdy Sambo sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang 

terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Ricky dalam posisi bersiaga untuk 

melakukan pengamanan bila korban Nofriansyahmelakukan perlawanan, 

sedangkan saksi Putri berada di kamar utama yang berjarak kurang lebih 3 

meter dari posisi korban Nofriansyah, kemudain terdakwa Ferdy Sambo 

meminta korban Nofriansyah untuk berjongkok sambil mengangkat kedua 

tangannya menghadap kedepan sejajar dengan dada dan sempat mundur 

sedikit sebagai tanda menyerah dan sempat bertanya akan keadaan pada saat 

itu namun dihiraukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang malah 

memerintahkan saksi Richard untuk segera menembak korban Nofriansyah. 

Sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecipung dalam dunia 

hukum tidak melakukan hal tersebut yang tanpa penjelasan dari pihak 

korban terlebih dahulu. Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdy Sambo 

lalu saksi Richard dengan pikiran tenang dan matang mengetahui bahwa 

menembak dapat merampas nyawa korban Nofriansyah langsung 

mengarahkan senjata api Glock-17 ke tubuh korban Nofriansyah dan 

menembaknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga tubuh korban Nofriansyah 

terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut 

menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam 

rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-

delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian 

punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak 

keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri 
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menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke 

leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian 

belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan 

kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan terdakwa 

Ferdy sambo yang turut serta menembak tepat dibagian belakang kepala 

korban Nofriansyah 

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. menurut penulis sebab akibat dalam 

tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo sudah jelas 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat 

dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 

pembunuhan berencana. Dalam melakukan persidangan haruslah mengikuti 

proses persidangan yang telah di tetapkan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pada prinsipnya atas perbuatan Ferdy Sambo yang telah 

menghilangkan nyawa orang lain (Nofriansyah Yosua Hutabarat), majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan pidana mati. Hal 

ini tentunya sudah merupakan suatu upaya dari penegak hukum untuk 

menegakkan keadilan guna mewujudkan terciptanya ketertiban di dalam 

kehidupan masyarakat. Perbuatan Ferdy Sambo pada tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur 

dalam Pasal 340 KUHP, dan pidana mati yang dijatuhkan terhadap dirinya 

sudah sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tentunya sudah merupakan suatu 

upaya mewujudkan kepastian hukum. Menurut penulis dakwaan dan tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum, serta proses peradilan yang dilakukan pada putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sudah 

sangat tepat dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang 

Republik Indonesia. 
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Selanjutnya penulis akan menganalisis Hubungan Antara Peradilan 

Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 

Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dalam ilmu hukum 

adanya dua istilah court of law dan court of justice untuk memperesntasikan 

upaya dalam bentuk aliran pemikiran penegakan hukum dan keadilan. Court of 

justice merupakan pengadilan untuk menemukan suatu keadilan yang berusaha 

menegakan keadilan dalam arti yang substantif, atau sekedar pengadilan dalam 

arti formal yang bertujuan hanya menegakan hukum dari perspektif formalitas 

dan prosedural semata namun suatu pengadilan hukum court of law yang 

dipergunakan untuk membedakannya dengan peradilan etik court of ethic. 

Sejarah peradilan di Indonesia pada awalnya, melakukan mekanisme peradilan 

dengan dasar atas ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis atau hukum 

yang berkembang berdasarkan kebiasaan kelompok-kelompok masyarakat 

yang sangat sederhana atau lebih dikenal dengan hukum adat. Mekanisme 

peradilan seperti yang terdapat di dalam sejarah Indonesia maupun Eropa yang 

memiliki sistem peradilan yang hampir sama pada awalnya. Sehingga dapat 

dikatakan secara sederhana perkembangan peradilan di Indonesia merujuk 

pada ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis (onschreven 

adatrecht). Namun seiring berkembangnya zaman, ketika masyarakat mulai 

mengenal tulisan dan membaca, secara perlahan norma yang tidak tertulis 

mulai dituliskan yang dapat kita temukan dalam sejarah masyarakat adat 

Indonesia. 

Dalam hal ini penulis menganalisis kasus yang telah di putus oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel 

dan putusan Etik Nomor KKEP/74/VIII/2022 yang di dalamnya berisi tentang 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian hal tersebut 

merupakan tindakan yang paling tercela dan tidak manusiawi, karena tindakan 

tersebut bukan lagi dilakukan oleh kalangan awam yang secara konteks taraf 

intelektual yang terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan oknum 

polisi yang memiliki institusi dalam pengenyaman pendidikan secara khusus. 

Namun seorang polisi yang seharusnya memiliki pribadi dan mental yang 
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menjadi contoh teladan bagi masyarakat malah bertindak sebaliknya. Tindakan 

pidana pembunuhan berencana diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa 

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 

lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun 

penjara”. Maka kata sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berencana ialah 

adanya proses tata cara melaksanakannya, alat yang akan digunakan, tempat 

serta lokasi yang sudah ditentukan dan target yang akan dibunuh. Pembunuhan 

berencana secara jelas adalah tindakan yang telah melanggar nilai yang 

terkandung dalam pancasila secara khusus pada butir kedua pancasila yang 

berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini karena tindakan yang 

dilakukan dengan akal yang licik untuk menentukan sarana serta waktu dan 

alat yang tepat.110 Dalam tindakan pembunuhan berencana setidaknya memiliki 

dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan 

diantaranya faktor eksternal yaitu lingkungan yang selalu dikelilingi dengan 

tindakan kekerasan dan kejahatan, sedangkan faktor internal yaitu yang muncul 

dari dalam diri seseorang yang sudah terlihat sejak kecil mudah emosi dan juga 

terganggu psikisnya.111 

Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri di 

dalam proses persidangan Kode Etik Profesi Polri. Bahwa sanksi administrasi 

berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadp 

pelanggaran yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman 

pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri 

yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) 

huruf a peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 

                                                           
110 Bernadetha Aulia Oktvira, “Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses 

Peradilannya”, Https://Hukumonline.Com, 2022, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31. 
111 Sujud, “Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di 

Jayapura,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (2021). 
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serta putusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut diputusakan melalui 

Sidang Komisi Kode Etik Polri.112 

Menurut analisis penulis, terlihat sangat jelas bahwasannya Peradilan 

pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan 

vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus 

diputusakan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan 

pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak 

mempengaruhi putusan pidana. Sebelum di undangkannya Undang-Undang 

No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian 

merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga 

kepolisian tunduk pada hukum kekuasaan militer. Namun setelah 

diundangkannya Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (1) 

UndangUndang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 

tunduk pada kekuasaan peradilan umum113 yang kemudian dijelaskan lebih 

lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Repubik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 22 ayat (2) 

yang berkenaan dengan pelaksanaan sanksi administrasi berupa rekomendasi 

Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dilakukan sidang KKEP ketika 

sudah dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum 

sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap serta yang 

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 jo 

pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 tahun 2011 

bahwa “penjatuhan hukuman disiplin tidak mengapus tuntutan pidana” artinya 

seorang polisi atau oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana atau 

tindakan tercela yang telah diputuskan oleh Komisi Sidang Etik dengan 

hukuman paling berat adalah dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

(PTDH) berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 1 Perkapolri tentang Kode 

                                                           
112 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian Republik Indonesia 
113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
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Etik Profesi putusan itu tidak akan mempengaruhi putusan pidana atau 

merubah putusan pidana.  Dalam pelaksanaannya pada sidang kode etik Ferdy 

Sambo terdapat kekeliruan yaitu sidang Kode Etik Polri dilaksanakan terlebih 

dahulu sebelum sidang di peradilan umum dilaksanakan dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang 

mana salah satunya yaitu kasus tersebut menyita banyak perhatian masyarakat 

luas sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri 

menurun.  Maka hal ini tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraurn Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 

Profesi Polri. 

B. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN 

Jkt.Sel Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif 

Siya<sah Dustu<riyah 

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata yakni Fiqih dan Siya<sah Secara 

etimologi fiqih berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi 

istilah fiqih merupakan ilmu atau paham tentang hukum-hukum syai’at yang 

bersifat amaliyah digali dari dalil yang terperinci.114 Fiqih mencakup 

pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, membahas 

tentang aspek hubungan antara manusia dengan tuhannya, tidak hanya itu fiqih 

juga membahas aspek antara sesama manusia secara luas (muamalah) baik 

dalam bidang perkawinan (munakahat), pidana (jinayah), politik atau 

ketatanegaraan (siya<sah) dan lain sebagainya.115 Berdasarkan pengertian-

pengertian di atas fiqih siya<sah berarti dari pemahaman mujtahid mengenai 

hukum syariat yang berkaitan dengan problem kenegaraan.116 Dalam 

menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siya<sah para ulama berbeda pendapat. 

Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya yakni al-

                                                           
114 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah 

(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6 
115 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, hlm. 2-3. 
116 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, hlm. 4. 
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Ahkam as-S{ult{aniyyah, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah terdiri dari 

kebijakan pemerintah tentang Siya<sah Dustu<riyah.117 

Berbicara mengenai Siya<sah Dustu<riyah yang memiliki arti bahwa kata 

dustu<ri berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang 

artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. 

Menurut istilah dustu<r berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis 

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siya<sah dustu<riyah bagian fiqh siya<sah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga 

mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, 

lebih luas lagi bahwa siya<sah dustu<riyah membahas konsep negara hukum 

dalam siya<sah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara 

serta hak-hak yang wajib dilindungi.118 

Sementara mengenai objek kajian fiqih siya<sah dustu<riyah H. A. 

Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh siya<sah dustu<riyah 

adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 

serta kelembagaan yang ada di dalam masyarkatnya.119 Apabila dilihat dari sisi 

lain, H. A Djauzali juga membagi siya<sah dustu<riyah menjadi beberapa bidang 

diantaranya: Bidang siya<sah tasri’iyah, siya <sah tanfidi{yah, siya<sah qad{la’iyah, 

dan siya<sah id{ariyah. Dari perspektif siya<sah dustu<riyah terhadap hubungan 

kelembagaan antara peradilan pidana  dengan peradilan etik, secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut. Salah satu masalah paling penting dan 

menonjol dalam lembaga peradilan di negara islam ini adalah pekerjaan 

mengadili yang dilakukan oleh para hakim. Para hakim itu harus memperoleh 

kemerdekaan yang penuh, terbebas dari pengaruh politik baik yang dilakukan 

oleh badan eksekutif maupun legislatif.120 

                                                           
117 Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sultaniyyah (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 54. 
118 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, hlm. 3. 
119 H.A Djauzali, Fiqh Siyasah‚ Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syari‟ah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5. 
120 Abustan, “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945”, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No. 2. (2017), hlm. 4. 
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Lembaga peradilan dalam konsepsi siya<sah dustu<riyah al-sulthah al-

qad{haiyah dibagi ke dalam berbagai bidang khusus yaitu wilayatul al-

mazhalim dan wilayatul al-hisbah. Dalam hal ini hubungan peradilan pidana 

dan peradilan etik dua instansi tersebut yang merupakan pelengkap lembaga 

peradilan yakni wilayatul al-mazhalim dan wilayatul al-hisbah. Wilayatul al-

Mazhalim yaitu suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang kekuasaannya 

lebih tinggi dari kekuasaan muhtasib (orang yang melakukan tugas hisbah). 

Wilayatul al-mazhalim memeriksa perkara yang tidak masuk dalam 

kewenangan hakim biasa lembaga ini memeriksa penganiayaan atau 

pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, hakim, atau anak-anak dari orang 

yang berkuasa.121 

Penegakan hukum dalam siya<sah dustu<riyah selanjutnya ada wilayatul 

al-hisbah Al-Mawardi merumuskan, menyuruh kepada kebaikan apabila 

terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melanggar 

dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Pemikiran Al-

mawardi terkait hisbah identik dengan konsep amar ma’ruf nahi mungkar yang 

memiliki arti objek hisbah yaitu perbuatan dengan nyata dan berpotensi 

mengganggu ketertiban. Sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan 

kebaikan akan tetapi hal ini tidak nampak atau tidak nyata adanya maka bukan 

merupakan tugas muhtasib (orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu 

bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain.122 

Secara kelembagaan, wilayat al-mazhalim merupakan institusi 

pengendalian yaitu suatu kekuasaan peradilan yang memiliki kekuasaan. 

Sedangkan wilayat al-hisbah adalah lembaga peradilan yang merupakan 

lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi 

munkar. Disebut amar ma'ruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan 

dan mencegah kejahatan. Dalam perkembangan berikutnya tugas wilayatul al-

hisbah semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan 

                                                           
121 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 

hlm. 55-56. 
122 Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sultaniyyah (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 45. 
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bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan 

moral.123 Menurut Al-mawardi pada masa khalifah al-Rasyiddin penegakan 

lembaga mazhalim belum tampak jelas.124 Mengingat tingkat kesadaran umat 

islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali, sehingga 

jarang terlihat persoalan yang pelik dan krusial. Hal ini dapat dipahami karena 

umat islam senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku 

benar dan adil. Namun demikian bukan berarti persoalan-persoalan itu tidak 

pernah muncul sama sekali. Karena pada kenyataanya dengan kehidupan 

masyarakat dan perluasan wilayah kekuasaan pemerintah islam yang semakin 

berkembang, sebenarnya masih terdapat beberapa persoalan yang mirip dengan 

perkara mazhalim. 

Dalam sistem ketatanegaraan islam, lembaga-lembaga yang memiliki 

kewenangan khusus dan kewenangan yang umum. Wilayatul al-Mazhalim 

memiliki kewenangan yang khusus sekaligus kewenangan yang umum.125 

Apabila disandingkan dengan lembaga peradilan saat ini, maka kewenangan 

umum wilayatul al-mazhalim memiliki kesamaan dengan lembaga peradilan 

yang ada di negara kesatuan republik indonesia. Wilayatul al-Mazhalim 

memiliki kewenangan  untuk memberikan impechment terhadap aparat 

penegak hukum yang dalam hal ini merupakan seorang petinggi kepolisian 

republic Indonesia yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi 

dan Keamanan). Hal ini merupakan salah satu kewenangan secara umum yang 

memiliki kesamaan dengan kewenangan pengadilan negeri yang mana salah 

satunya yaitu melakukan impechment terhadap seorang aparat penegak hukum. 

Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan pada putusan pidana No: 

796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan putusan kode etik No: KKEP/74/VIII/2022 

tentang seorang anggota kepolisian republik indonesia yang menjabat sebagai 

KadivPropam yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.  

                                                           
123 Dewi, Ayu Atika, “Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori 

Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia”, Jurnal Dinamika Masalah 

Hukum Dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 15. 
124 Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sultaniyyah (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 44 
125 Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan 

Islam”, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, (2017), Hlm. 39. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, tentunya menjadi relevan ketika 

peradilan pidana dan peradilan etik ditinjau dari siya<sah dustu<riyah yang mana 

Siya<sah qadha<’iyyah (peradilan) termasuk dalam bidang kajian Siya<sah 

Dustu<riyah. Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab 2 (dua) bahwa 

Siya<sah qadha <’iyyah (peradilan) dalam siya<sah dustu<riyah. Penulis 

berpendapat bahwa lembaga peradilan termasuk dalam wilayah al-Mazhalim. 

Wilayah al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk 

membela hak-hak rakyatnya akibat dikeluarkannya suatu kebijakan negara. 

Lembaga ini didirikan untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan 

kedzaliman. Lembaga ini mempunyai tugas untuk mengadili para pejabat yang 

zalim atau menzalimi rakyatnya dalam hal ini kepolisian yang menjabat 

sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) dinyatakan telah 

menyalah gunakan kekuasannya. Adapun dalam peradilan di Indonesia yang 

mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang 

timbul sebagai akibat dari adanya tindakan pejabat yang dianggap melanggar 

ialah Peradilan Negeri, pengadilan negeri juga merupakan pelembagaan 

kontrol yudisial terhadap tindakan pejabat guna mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang. Sehingga ketika dikaitkan dengan kasus ini tentu 

menurut Siya<sah Dustu<riyah juga sudah sesuai dengan diselesaikan di 

Pengadilan Negeri. 

Wilayatul al-mazhalim juga memiliki kesamaan dalam kewenangan 

yang lainnya secara luas atau umum. Kewenangan yang lebih umum itu 

merupakan kewenangan untuk menyelesaikannya ketika ada aturan yang 

dibuat oleh pejabat negara, kemudian dianggap merugikan dan menimbulkan 

ketidakadilan bahkan kezaliman maka itu menjadi tugas wilayatul al-mazhalim 

untuk menyelesaikannya dengan merujuk pada syari’at islam (al’quran dan 

hadis). Peradilan pidana memiliki kewenangan yang sama dengan wilayatul al-

mazhalim namun memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu sumber hukum 

yang digunakan oleh kedua lembaga ini berbeda, jika wilayatul al-mazhalim 

memiliki sumber hukum yang berupa syari’at sedangkan peradilan pidan atau 

umum memiliki sumber hukum dari konstitusi negara (UUD RI 1945). 
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Selanjutnya penulis akan meninju dari peradilan etik dalam hal ini ialah 

kasus pejabat kepolisian. Bahwa seorang kepolisian yang menjabat sebagai 

KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) dinyatakan telah 

melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) karena telah melakukan 

pembunuhan berencana terhadap anggota kepolisian lain yang merupakan 

bahwahannya oleh karena hal itu mengakibatkan pelaku pelanggaran tersebut 

dikenai sanksi oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berupa Pemberhentian 

Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dalam konteks Siya<sah Dustu<riyah hal 

tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Begitu pun dalam konsep seorang kepala 

atau pemimpin bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan ganda (dunia dan 

akhirat) serta mencegah umatnya dari kemafsadatan.126 Terwujudnya 

kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seorang pejabat 

melanggar ketentuan tersebut sama saja menjauhkan kemaslahatan dari 

masyarakat dan bahkan dapat mendatangkan kemadhorotan bagi masyarakat 

itu sendiri. Oleh karenanya, baik pemimpin negara, pejabat pemerintahan 

ataupun warga negara biasa, tidak boleh melanggar peraturan perundang-

undangan agar terciptanya suatu kemaslahatan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Apalagi seorang pemimpin, pejabat pemerintahan, dan 

lembaga-lembaga negara lainnya yang dibrikan amanah oleh masyarakat. 

Mentaati peraturan, melaksanakan tugasnya dengan baik, membuat dan 

menetapkan kebijakan yang pro-rakyat, berbuat adil, serta tidak boleh 

sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan, itu semua merupakan 

sebuah keharusan. Sebagaimana dalam prinsip kekuasaan sebagai amanah dan 

prinsip penegakan keadilan yang sudah dipaparkan di atas. Oleh sebab itu, 

islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan 

penyalahgunaan kekuasaan. Melainkan seorang kepala atau pemimpin harus 

profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

pemimpin umat. Berdasarkan pemaparan di atas berarti seorang kepala atau 

pemimpim harus selalu berhati-hati ketika akan mengeluarkan sebuah 

                                                           
126 Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah“, Jurnal Tafaqquh, Vol. 

1,  No. 2, Desember 2013, hlm. 3. 
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keputusan agar keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan 

kemudaratan bagi bawahannya, sebagaimana kaidah fiqih: 

 العُقُوْبهِِ  اِنْ يََْطَئَ فِْ العَفْوِ خَيْْ مِنْ انَْ يََْطَئَ فِْ  امَ مَ الِ  نَّ اِ 

“Seorang pemimpin itu, salah dalam memberi maaf lebih baik dari pada 

salah dalam penghukuman”. 

Kaidah tersebut bermaksud menegaskan bahwa kehati-hatian dalam 

mengambil sebuah keputusan sangatlah penting, jangan sampai keputusan 

yang dikeluarkan pemimpin berakibat kemudaratan kepada bawahannya. 

Apabila seorang kepala atau pemimpin masih ragu karena belum ada bukti 

yang kuat antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik 

adalah memberi maaf. Tetapi apabila buktinya sudah jelas serta meyakinkan 

maka seorang pemimpin harus berani dan tegas dalam mengambil sebuah 

keputusan, dan dalam mengambil keputusan tersebut seorang pemimpin harus 

tetap sesuai prosedur yakni peraturan yang berlaku, tidak boleh sewenang-

wenang. Berdasarkan kaidah di atas penulis berpendapat bahwa Ferdy Sambo 

yang menjabat sebagai KadivPropam di kepolisian tidak hati-hati dan tidak 

cermat dalam bertindak serta tidak sesuai prosedur yakni dengan tidak mentaati 

peraturan-peraturan dalam Kode Etik Kepolisain Republik Indonesia yang 

berlaku. 
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan 

mengenai hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap aparat 

penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

oleh terdakwa Ferdy Sambo ketika dikaji dalam siya<sah dustu<riyah, hubungan 

kelembagaan Peradilan Pidana dan Peradilan Etik adalah Institusi yang 

melengkapi lembaga peradilan, yaitu wilayat al- mazhalim dan wilayat al-

hisbah, Kedua institusi tersebut merupakan pelengkap dari lembaga peradilan. 

Wilayat al-mazhalim bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran 

yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya dalam hal ini seorang polisi 

yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan), 

sedangkan wilayat al-hisbah lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal 
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dengan peranan lembaga Al-Hisbah yang juga berwenang dalam proses 

penjatuhan sanksi terhadap kepolisan yang melanggar kode etik atau etika 

profesi. Perlunya kerja sama antara wilayatul al-hisbah dengan wilayatul al-

mazhalim, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip 

nilai Islam itu sendiri, fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat 

dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam. Maka dari itu dalam perspektif 

siya<sah dustu<riyah  kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam 

peradilan islam khususnya dalam wilayatul mazalim dan wilayatul hisbah 

yaitu yang keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk 

menjaga keadilan dan moralitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Hubungan Antara 

Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Siya<sah 

Dustu<riyah   (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan 

Putusan Etik Nomor: Kkep/74/VIII/2022) penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana 

pembunuhan (studi putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan 

putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022). Peradilan pidana dan peradilan 

etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan vertikal karena 

kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus diputusakan 

terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan pidana akan 

mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak mempengaruhi putusan 

pidana. Pada kasusu Ferdy Sambo dalam kenyataannya terdapat kekeliruan 

dimana pelaksanaan sidang Kode Etik Polri dilaksanakan terlebih dahulu 

sebelum sidang di peradilan umum dilaksanakan dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap karena terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang mana 

salah satunya yaitu kasus tersebut menyita banyak perhatian masyarakat 

luas sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri 

menurun, hal ini tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian Repubik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 

Kepolisian Republik Indonesia.  

2. Berdasarkan analisis penulis, hubungan antara peradilan etik dan peradilan 

pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat 

penegah hukum (terdakwa Ferdy Sambo) perspektif siya<sah dustu<riyah 

(studi putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan putusan etik 

nomor: KKEP/74/VIII/2022) Hubungan kelembagaan Peradilan Pidana dan 

Peradilan Etik adalah Institusi yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu 
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wilayat al- mazhalim dan wilayat al-hisbah, wilayat al-mazhalim bertugas 

untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh 

penguasa dan keluarganya dalam hal ini yaitu seorang polisi yang menjabat 

sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) yang 

dinyatakan telah menyalah gunakan kekuasannya, sedangkan wilayat al-

hisbah lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan peranan 

lembaga Al-Hisbah yang berwenang dalam proses penjatuhan sanksi 

terhadap seseorang yang melanggar kode etik atau etika profesi. Perlunya 

kerja sama antara wilayatul al-hisbah dengan wilayatul al-mazhalim, fungsi 

hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip nilai Islam itu 

sendiri, fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari 

struktur pemerintahan Islam. Maka dari itu Dalam perspektif siya<sah 

dustu<riyah  kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan 

islam khususnya dalam wilayatul mazalim dan wilayatul hisbah yaitu yang 

keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga 

keadilan dan moralitas. 

B. Saran 

Berkaitan dengan putusan pidana Putusan Pidana Nomor: 

796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 

yang di dalamnya hakim menyatakan seorang pejabat tinggi kepolisian yang 

telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dan melanggar Undang-Undang yaitu 

melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan tercorengnya nama 

baik instansi kepolisian serta mengakibatkan luka yang mendalam terhadap 

keluarga korban. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya 

kejadian yang dapat merugikan instansi kepolisian dapat diminimalisir, yaitu 

1. Bagi jajaran Komisi Kode Etik Polri hendaknya lebih memperhatikan 

prosedur pelaksanaan Sidang Kode Etik berdasarkan pada peraturan yang 

telah di tetapkan. 

2. Bagi Setiap Pengadilan Negeri agar selalu menetpakan keadilan yang 

seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tercantum 

dalam Undang-Undang serta peraturan yang berlaku. 
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3. Bagi masyarakat, bukan hanya para Pejabat publik saja yang harus menaati 

peraturan perundang-undangan, akan tetapi warga masyarakat juga harus 

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir 

terjadinya konflik dan kerugian (menjauhkan kemafsadatan) serta agar 

terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. 
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4. Alamat Rumah  : Dusun Kubang Rt 03 Rw 08 Desa Andapraja  

Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis  

Provinsi Jawa Barat 

5. Nama Ayah   : Jajang S,Ag., M.Pd.I 

6. Nama Ibu   : Enok Siti Fatimah  

B. Pendidikan Formal 

1. SD/MI, tahun lulus  : MIS Rajadesa II, 2013 

2. SMP/MTS, tahun lulus : MTSs eL-BAS Ciamis, 2016 

3. SMA/MA, tahun lulus : MAs eL-BAS Ciamis, 2019 

4. S1, tahun masuk  : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

Purwokerto, 2019 

C. Pengalaman Organisasi 

1. English Tutor 2018/2019 

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara 2019/2020 

 

 

Purwokerto, 15 September 2023 

 

Intan Yulia Maulani Rahmatillah 

 


